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MOTTO

“Dalam hukum seorang bersalah ketika ia melanggar hak orang lain. Dalam etika
dia bersalah jika ia hanya berpikir untuk melakukannya.”

- Immanuel Kant -
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ABSTRAK

Notaris pengganti dalam menjalankan tugas dan fungsinya tentunya ada
kalanya melakukan kesalahan serta kekeliruan dalam membuat akta. Atas
Pelanggaran yang dilakukan Notaris pengganti tersebut secara Perdata dapat
terjadi akta yang dibuatya dilibatkan oleh hakim dan secara pidana dia
dikenakan sanksi pidana. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk
menganalisis: 1) Tugas dan wewenang Notaris Pengganti. 2) Tanggung jawab
Notaris Pengganti apabila ada kesalahan dalam pembuatan akta yang
dibuatnya.

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah
metode pendekatan yuridis empiris. Jenis data menggunakan data primer dan
data sekunder yang diperoleh melalui wawancara dan studi pustaka. Metode
analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif
kualitatif.

Hasil penelitian disimpulkan: 1) Tugas dan wewenang Notaris Pengganti
adalah Notaris pengganti memiliki tugas, dan wewenang yang sama dengan
Notaris yang digantikan atau Notaris Penunjuk. Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004
tentang Jabatan Notaris, yang menyebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum
yang berwewenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan
lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan
undang-undang lainnya. Wewenang yang ada dalam seorang Notaris bukan
berasal dari lembaga pemerintah lainnya, akan tetapi kewenangan yangdidasarkan
dan diberikan oleh Undang-Undang. 2 )Tanggung jawab Notaris Pengganti
apabila ada kesalahan dalam pembuatan akta yang dibuatnya sama dengan notaris
penunjuknya.  Notaris Abdul Moethalib Wahab di atas merupakan
pertanggungjawaban individu, perbuatan notaris tersebut terbukti melakukan
tindak pidana pemalsuan surat. Pertanggungjawaban pidana bagi notaris diatur
dalam KUHP, apabila notaris melakukan tindak pidana pemalsuan surat,
sebagaimana dimaksud ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 263 ayat (1) dan
Pasal 264 ayat (1) KUHP. Notaris Abdul Moethalib Wahab harus bertanggung
jawab secara pidana penjara selama 10 bulan. Hal ini membuktikan bahwa
Notaris tidak kebal hukum, Notaris sama seperti masyarakat biasa yang harus
patuh terhadap Hukum dan Undang-Undang. Notaris yang terbukti sah bersalah
secara pidana dan memiliki kekuatan hukum tetap tidak dapat serta merta di
berhentikan secara tidak hormat oleh Menteri Hukum dan HAM karena adanya
ketidakpastian di dalam peraturan Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris.
seperti yang termuat dalam Pasal 12 dan 13 Undang-Undang tentang Jabatan
Notaris. Hal ini dikarenakan di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris tidak ada
aturan yang menjelaskan mengenai sanksi apabila Notaris dijatuhi ancaman
hukuman pidana kurang dari lima tahun sehingga memberikan peluang bagi
Notaris untuk dapat menjadi Notaris kembali.

Kata Kunci: Tanggungjawab, Pidana, Notaris Pengganti



ABSTRACT

In carrying out their duties and functions, there are of course times when
substitute notaries make mistakes and errors in making deeds. For violations
committed by the substitute Notary in Civil, the deed he made may be involved by
a judge and criminally he will be subject to criminal sanctions. The aim of this
research is to analyze: 1) The duties and authority of a Substitute Notary. 2)
Responsibility of the Substitute Notary if there is an error in the deed he/she
made.

The approach method used in this research is an empirical juridical
approach. This type of data uses primary data and secondary data obtained
through interviews and literature study. The data analysis method used in this
research is qualitative descriptive analysis.

The research results concluded: 1) The duties and authority of the Substitute
Notary is that the replacement Notary has the same duties and authority as the
Notary being replaced or the Appointing Notary. Article 2 Paragraph 1 Law
Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law No. 30 of 2004 concerning the
Position of a Notary, which states that a Notary is a public official who has the
authority to make authentic deeds and has other authorities as intended in this
Law or based on other laws. The authority of a Notary does not come from other
government Institutions, but rather the authority is based on and granted by law.
2) The responsibility of the Substitute Notary if there is an error in making the
deed is the same as that of the appointing notary. Notary Abdul Moetalib Wahab
above is an individual's responsibility, the notary's actions were proven to have
committed the crime of document forgery. Criminal liability for notaries is
regulated in the Criminal Code, if the notary commits the criminal act of
falsifying documents, as referred to in the criminal provisions regulated in Article
263 paragraph (1) and Article 264 paragraph (1) of the Criminal Code. Notary
Abdul Moetalib Wahab must be liable for imprisonment for 10 months. This
proves that notaries are not above the law, notaries are the same as ordinary
people who must comply with laws and regulations. A notary who is proven to be
criminally guilty and has permanent legal force cannot immediately be dismissed
dishonorably by the Minister of Law and Human Rights because of uncertainty in
the regulations of the Law Concerning the Position of Notaries. as contained in
Articles 12 and 13 of the Law concerning Notary Positions. This is because in the
Law on Notary Positions there are no regulations that explain sanctions if a
Notary is sentenced to a criminal sentence of less than five years, thereby
providing an opportunity for the Notary to become a Notary again.

Keywords: Responsibility, Crime, Substitute Notary

Xi



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL ..ottt i
HALAMAN JUDUL.....ooiiiiiiiii it I
HALAMAN PERSETUJUAN ..ottt i
HALAMAN PENGESAHAN.......ooi et v
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH ............... Vi
MOTTO ek kbbb e ettt et e et et e et e e sbe e et e e nbeeennee e vii
PERSEMBAHAN ...t aree s sae et sae e etee e e snaeeennaeeenaeeanneas Vil
(A AN SNOTAN G-, N B g SRS S Viii
ABSTRAGCIEN . N | 2 L | I T ... X
ABSTRACY U Tr-A . |  .:-. A — /. ........... Xi
DAFTAR I/ .. e - Y. Xii
BAB | PENDAHULUAN ... e trtreee s s Forrea e st e e e e 1
A. Latar Belakang Masalah..........cccocoiiiiiiniiiiiniin, 1

B. Perumusan Masalah ...........ccoiiiiiiiiieie e 7

C. Tujuan Penelitian ..., 8

D. Manfaat Penelitian .........cccocovieiiiieiieiececeee e 8

E. Kerangka Konseptual ..........cccoooiiiiiiiiiniiies e 9

F.  Kerangka TEOM......cccuiiiiiiiiiiiesie st 12

G. Metode Penelitian..........ccovevveieieene e 17

1. Jenis Penelitian.......ccooveeeieeiiiie e 17

2. Metode Pendekatan ...........ccoooeeieiniieneeieseseee e 18

3. Jenis dan SUMDEr data..........cccoovieeieiiieieee e 18

xii



4. Metode Pengumpulan Data.........

5. Metode Analisis Data..................

H. Sistematika Penulisan.........................

BAB Il TINJAUAN PUSTAKA.......ccco e

A. Tinjauan Umum tentang Notaris........

1. Pengertian dan Dasar Hukum Notaris..............cccoevervieennnn,

2. Kajian Islam tentang Notaris.......

3. Syarat Dan Larangan Menjadi Notaris..............ccccoevvennenne.

4. Tugas Dan Wewenang Notaris....

B. Tinjuan Umum Tentang Notaris Pengganti ........cc.ccecvveverveennenn.

1. Pengertian Notaris Pengganti......

2. Syarat menjadi Notaris Pengganti.............cocvveeesieerieenenne

3. Pengangkatan Notaris Pengganti

4. Tugas dan tanggung jawab Notaris Pengganti.....................

C. Tinjauan Umum Tentang Akta NOtaris........cccocceiveveevneiciieennenn,

1. PoySEtiEe O R At o B B R e e

2. Jenis/Pembagian AKta.........ccccooiiiii e

D. Tinjauan Umum mengenai Notaris dalam Perspektif Islam .......

BAB |11 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .......cccoooiiieiieiee
A. Tugas dan Wewenang Notaris Pengganti...........ccccceevvvieinenenne.

B. Tanggung Jawab Notaris pengganti terhadap kesalahan dalam

pembuatan akta yang dibuatnya..........

C. Contoh Akta/Litigasi Yang Berkaitan

Xiii

20

21

21

23

23

23

26

28

34

37

37

38

40

41

42

42

43

48

52

52

64

93



BAB IV PENUTUP ...
A. Simpulan .

B. Saran........

DAFTAR PUSTAKA

UNISSULA
‘&:ﬂl‘!'yjéﬁbl e L?‘

Xiv



BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia dengan Dasar Negara Pancasila sebagai Negara Hukum
yang tertuang dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi
setiap warga Negara. Untuk menjamin ketertiban dan perlindungan hukum
dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai perbuatan,
perjanjian, penetapan dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau oleh
pejabat yang berwenang." Sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat (1)
undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-
undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa
Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan
memiliki kewenangan lainnya.

Notaris adalah salah satu penegak hukum, karena akta yang dibuat
notaris adalah sah sebagai alat bukti tertulis dan mempunyai kekuatan
pembuktian. Pemerintah menghendaki Notaris sebagai pejabat umum yang
diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah dan diberi wewenang dan
kewajiban untuk dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam
membantu membuat perjanjian, membuat akta beserta pengesahannya yang

juga merupakan kewenangan notaris. Meskipun disebut sebagai pejabat

! Hadi Darus, M. Lutfhan, 2017, Hukum Notariat dan tanggung jawab jabatan notaris, Ul
Press, Yogyakarta, hal. 1.



umum, namun notaris bukanlah Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud
dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kepegawaian.
Notaris terkait dengan peraturan Jabatan Pemerintah, Notaris tidak
menerima gajih dan pensiun dari pemerintah, tetapi memperoleh gaji dari
honorium atau fee dari kliennya.”

Notaris dalam melaksanakan profesinya di atur dalam Undang-undang
Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 30
Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Dengan berlakunya undang-undang
ini, maka Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesia / Peraturan Jabatan
Notaris Di Indonesia (Stb. 1860 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.®> Aturan hukum Jabatan Notaris di Indonesia, dari pertama kali
banyak mengalami perubahan dan bermacam-macam. Dari beberapa aturan
hukum yang ada, kemudian dimasukan ke dalam suatu aturan hukum yaitu
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-
undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Misalnya tentang
pengawasan, pengangkatan dan pemberhentian Notaris. Dengan lahirnya
Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris maka telah
terjadi unifikasi hukum dalam pengaturan Notaris di Indonesia dan Undang-

undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris merupakan hukum

2 Ghofur, Abdul, 2009, Lembaga Kenotariatan Indonesia, Ull Press. Yogyakrta, hal.16.

® Ngadino. 2019, Tugas Dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris Di Indonesia, UPT
Penerbitan Universitas PGRI Semarang Press, Semarang, hal..4.



tertulis sebagai alat ukur bagi keabsahan Notaris dalam menjalankan tugas
dan jabatannya.’

Selain Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan
Notaris. Notaris juga harus mengedepankan kode etik sebagai pedoman
dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat umum.® Etika Profesi adalah
Keseluruhan tuntutan moral yang terkena pada pelaksanaan suatu profesi,
sehingga etika profesi memperhatikan masalah ideal dan praktek-praktek
yang berkembang karena adanya tanggung jawab dan hak-hak istimewa
yang melekat pada profesi tersebut, yang merupakan ekpresi dari usaha
untuk menjelaskan keadaan yang belum jelas dan masih samar-samar dan
merupakan penerapan nilai-nilai moral yang umum dalam bidang khusus
yang lebih dikonkretkan dalam kode etik.® Kode etik memberikan batasan
dan pengaturan mengenai setiap perbuatan, kewajiban, larangan,
pengecualian, teguran, sanksi-sanki, sampai dengan mengatur mengenai
pemecatan atau pemberhentian seorang notaris dari jabatannya.

Notaris harus berpegang teguh terhadap etika profesi, dengan adanya
kode etik dan notaris mematuhi etika-etika dalam profesi notaris tersebut
maka harkat, martabat serta profesionalisme notaris akan tetap terjaga

dengan baik. Seperti yang kita ketahui kewenangan notaris adalah membuat

* Adjie, Habib, 2011, Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris, Refika Aditama, Bandung,
hal.38.

> Ariy Yandillah, Sihabudin, Herlin Wijayanti. “TANGGUNG JAWAB NOTARIS
PENGGANTI TERKAIT PEMBUATAN AKTA NOTARIS YANG MERUGIKAN PARA
PIHAK AKIBAT.” Dalam Jurnal hukum (2015) hal.2. url:
http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/1195/1181. Diakses 02 Maret
2023, Pukul 21.12.

® Tedjosaputro, Liliana, 1995, Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana,
Bayu Grafika, Yogyakarta , hal. 9.



akta otentik yang mana fungsi dari akta otentik adalah sebagai alat bukti
bagi para pihak dalam melakukan perbuatan hukum, misalnya dalam hal
perjanian, dan jual beli.

Notaris adalah pekerjaan yang mandiri, dan individual tanpa memiliki
atasan, pekerjaan keprcayaan dan memerlukan moral yang kuat, karena
sangat minim sekali peraturan perundangan-undangan yang mengatur,
sebagai contoh dalam ketentuan pasal 3 huruf g Undang-undang Jabatan
Notaris yang menyebutkan : Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat
Negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh
Undang - undang dilarang untuk di rangkap dengan Jabatan Notaris. Lebih
lanjut, diatur dalam ketentuan pasal 17 Undang-undang Jabatan Notaris
yang disebutkan Notaris dilarang :

1. Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;

2. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja
berturut — turut tanpa alasan yang sah;

3. Merangkap sebagai pegawai negeri;

4. Merangkap jabatan sebagai pejabat Negara;

5. Merangkap jabatan sebagai advokat;

6. Merangkap jabatan sebagai pimpinan atau pegawai badan usaha milik

Negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, jelas bahwa notaris dilarang

untuk rangkap jabatan. Ketentuan ini walaupun terdapat dalam undang-



undang namun pada prakteknya di lapangan sering kali ditemukan masih
banyak Notaris yang melanggar ketentuan pasal tersebut.

Berkaitan dengan ketentuan diatas apabila Notaris sedang tidak bisa
melaksanakan tugas serta fungsinya sebagai seorang Notaris misalnya
seorang Notaris sedang menjadi pejabat Negara maka dalam ketentuan pasal
11 Undang-undang Jabatan Notaris, notaris wajib mengambil cuti, Dalam
pengajuan permohonan cuti seorang Notaris harus diikuti usulan
penunjukan Notaris Pengganti untuk menggantikan dan melaksanakan
tugasnya, sesuai dengan karakter jabatan Notaris yaitu harus
berkesinambungan selama Notaris masih dalam masa jabatannya. Notaris
yang bersangkutan menentukan jangka waktu untuk masa cutinya dan wajib
untuk menunjuk Notaris Pengganti.”

Notaris Pengganti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3)
UUJN adalah seorang yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk
menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara
berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris. Syarat untuk dapat
diangkat menjadi seorang Notaris Pengganti sebagaimana dalam Pasal 33
ayat (1) UUJN adalah warga negara indonesia yang berijazah sarjana hukum
dan telah bekerja sebagai karyawan kantor Notaris paling sedikit 2 (dua)
tahun berturut — turut. Dalam Praktek di lapangan biasanya notaris dapat

menunjuk seorang notaris pengganti Yyaitu adalah salah satu dari

" Adjie, Habib, 2007, Hukum Notariat Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No.30
Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Refika Aditama, Bandung, hal. 102.



karyawannya yang bekerja di kantor notarisnya,® kemudian notaris
menyerahkan protokol kepada notaris pengganti yang telah ditunjuk yang
meliputi akta-akta yang dibuatnya sendiri. Kedudukan notaris pengganti
diperlukan untuk menduduki kekosongan Jabatan Notaris yang sedang cuti
atau sedang tidak bisa menjalankan Jabatannya sebagai Notaris. Keberadaan
Notaris pengganti tidak ada perbedaan dalam pembuatan akta, sehingga akta
yang dibuat oleh Notaris pengganti memiliki kekuatan hukum yang sama
dengan notaris yang telah menunjuknya.

Notaris pengganti dalam menjalankan tugas dan fungsinya tentunya
ada kalanya melakukan kesalahan serta kekeliruan dalam membuat akta,
misalnya mengenai ketidakbenaran akta yang dibuatnya seperti ketidak
pastian hari, tanggal, bulan, sehingga berakibat hilangnya otentisitas akta
yang dibuat notaris pengganti dan membuat akta tersebut tidak lagi sebagai
alat bukti yang lengkap/sempurna bagi pihak-pihak yang berkepentingan
terhadap akta yang telah dibuat oleh notaris pengganti tersebut.

Atas Pelanggaran yang dilakukan Notaris pengganti tersebut secara
Perdata dapat terjadi akta yang dibuatya dilibatkan oleh hakim dan secara
pidana dia dikenakan sanksi pidana. Sebagai contoh Dalam praktek hal
tersebut dihadapi oleh Abdul Moethalib Wahab, Notaris pengganti dari Jhon
Leonard Waworuntu, Notaris di Jakarta Barat, Berdasarkan Putusan

Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 221/PDT.G/2005/PN.JKT.BAR,

® Melinda, “Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris Pengganti setelah Pelaksanaan
Tugas dan Jabatan Berakhir”, dalam  Lentera  Hukum, Volume 5 Issue 2 (2018),
https://doi.org/10.19184/. Diakses pada tanggal 02 Maret 2023 Pukul 21.20.



Tanggal 7 Juli 2005, akta yang dibuatnya telah dinyatakan tidak sah dan
batal demi hukum, dan secara pidana berdasarkan Putusan Pengadilan
Negeri Jakarta Barat Nomor 1718/Pid/B2005/PN.JKT.BAR, Tanggal 25
oktober 2005, Abdul Moethalib Wahab dinyatakan terbukti bersalah
melakukan tindak pidana pemalsuan surat otentik dan dijatuhi hukuman
penjara sepuluh (10) bulan.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka sangatlah penting untuk di
ketahui bagaimana tanggung jawab dari Notaris Pengganti dalam praktek,
agar dapat melindungi kepentingan para pihak, baik terhadap notaris
penunjuk, notaris pengganti dan masyarakat yang menggunakan jasa notaris
tersebut. Berdasarkan hal tersebut penulis berkeinginan menyusun tesis
dengan judul : “Tanggung Jawab Notaris Pengganti Terhadap Kesalahan

Dalam Pembuatan Akta Yang Dibuatnya”

Perumusan Masalah
Permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini yaitu sebagai
berikut:
1. Bagaimana tugas dan wewenang Notaris Pengganti ?
2. Bagaimana tanggung jawab Notaris Pengganti apabila ada kesalahan

dalam pembuatan akta yang dibuatnya?



Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk

mendapatkan pemecahan masalah terhadap permasalahan yang telah

dirumuskan. Adapun tujuan penelitian ini yaitu :

1.

Untuk mengetahui dan menganalisis tugas dan wewenang Notaris
Pengganti.

Untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab Notaris
Pengganti apabila ada kesalahan dalam pembuatan akta yang

dibuatnya.

Manfaat Penelitian

Penelitian diharapkan mermpunyai manfaat baik teoritis maupun

praktis yaitu sebagai berikut :

1.

Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi
terhadap pengetahuan di bidang Kenotariatan mengenai Tanggung
Jawab Notaris Pengganti apabila ada kesalahan dalam pembuatan akta
Manfaat Praktis.

Manfaat praktis yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah
sebagai bahan masukan bagi pemerintah dan dan notaris, serta pihak-
pihak terkait menyangkut Tanggung Jawab Notaris pengganti apabila
ada kesalahan dalam pembuatan akta, sekaligus memberikan arah
kebijakan kedepan terhadap Notaris dan Notaris Pengganti serta untuk

menjamin kepastian Hukum.



E. Kerangka Konseptual
Kerangka konseptual merupakan konsep-konsep dasar yang berkaitan
dengan konsep-konsep yang terkandung dalam judul penelitian yang
dijabarkan dalam permasalahan dan tujuan penelitian. Konsep-konsep dasar
ini akan dijadikan pedoman dalam rangka mengumpulkan data dan bahan-
bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian ini untuk menjawab
permasalahan dan tujuan penelitian.” Konsep-konsep dasar lazimnya
diperoleh setelah dilakukan penelusuran bahan-bahan hukum yang
dibutuhkan dalam penelitian yang berupa kajian pustaka menyangkut
permasalahan dan tujuan dari penelitian ini.*® Adapun kerangka konseptual
penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Tanggung Jawab
Pada umumnya setiap orang harus bertanggungjawab atas segala
tindakan atau perbuatannya. Pengertian ini termasuk pula suatu
rechtpersoon. Orang dalam artian yuridis adalah setiap orang yang
mempunyai wewenang hukum, yang artinya adalah kecakapan untuk
menjadi subyek hukum. ** Menurut para sarjana pengertian tentang
tanggung jawab adalah : Widiyono mengatakan bahwa Tanggung
Jawab adalah, keadaan wajib menanggung segala sesuatunya.
Berkewajiban menanggung, memikul tanggungjawab, menanggung

segala sesuatunya, atau memberikan tanggung jawab dan menanggung

Paulus Hadisoeprapto,dkk, 2009, Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis,
UNDIP, Semarang, hal. 18

19Rusdi Malik, 2000, Penemu Agama Dalam Hukum, Trisakti, Jakarta, hal. 15
' Chidir, Ali, 2007, Badan Hukum, Penerbit Alumni, Bandung, hal.7.
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akibatnya.'? Pertanggung jawaban Notaris merupakan hal yang sangat
penting dan mendasar mengingat akta yang dibuat dihadapan Notaris
adalah alat bukti yang kuat sebaga alat bukti tertulis. Akta yang dibuat
oleh Notaris diharapkan memberikan kepastian hukum bagi para pihak
yang melakukan perbuatan hukum. Bertanggung Jawab juga harus
berani mengambil resiko yang timbul akibat dari pelayanannya kepada
masyarakat. Kelalaian atau kesalahan dalam menjalankan profesi
dapat menimbulkan dampak yang mungkin merugikan diri sendiri,
orang lain dan berdosa kepada Tuhan Yang Maha Esa.** Dengan
demikian Notris Pengganti dalam menjalankan fungsi jabatannya
memiliki tanggung jawab moral serta etika kepada profesinya.
Notaris Pengganti

Notaris pengganti ialah orang yang untuk sementara waktu
diangkat sebagai Notaris sementara, agar fungsi pelayanan terhadap
masyarakat terhadap pembuatan akta tidak terganggu. Artinya bahwa
pelayanan terhadap masyarakat berkaitan pembuatan akta otentik tidak
boleh terganggu, adapun seorang Notaris pengganti di angkat yaitu
berdasarkan kepada adanya Notaris yang sedang sakit, cuti atau untuk
sementara waktu tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai notaris.
Adapun syarat menjadi Notaris pengganti berdasarkan pasal 33 ayat

(1) UUJN vyaitu :

12 Widiyono, 2004, Wewenang Dan Tanggung Jawab, Ghalia Indonesia, Bogor, hal.52.
3 Abdul Kadir Muhammad., 2001, Etika Profesi Hukum, Citra Aditya Bakti. Bandung ,

hal. 60.
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1. Berkewarganegaraan Indonesia (WNI)
2.  Memiliki ljasah Sarjana Hukum (strata satu)
3. Telah bekerja dikantor Notaris paling sedikit 24 (dua puluh

empat) bulan berturut — turut.

Fungsi yang dimiliki Notaris pengganti tidak ada perbedaan
dalam hal kewenangan dan tanggung jawab terkait fungsinya sebagai
Notaris.

3. Pembuatan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti
kata pembuatan adalah proses, cara, perbuatan membuat. Pembuatan
merupakan Proses atau cara dalam proses membuat, dalam hal ini
dikaitkan dengan proses pembuatan akta oleh Notaris Pengganti.

4. Akta

Kata akta berasal dari bahasa latin “acta” yang berarti
“geschrift” atau surat. Menurut A. Pilto, mengatakan akta sebagai
surat-surat yang ditandatangani, dibuat untuk sebagai alat bukti, dan
dipergunakan oleh orang, untuk keperluan siapa surat itu dibuat.
Sedangkan Menurut Sudikno mertokusumo akta adalah surat yang
diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa hukum, yang
menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula
secara sengaja untuk tujuan pembuktian.** Akta outentik adalah akta

yang bentuknya ditentukan undang-undang, hal ini mendefenisikan

! Daeng Naja, 2012, Teknik Pembuatan Akta, Pustaka yustisia, Yogyakarta, hal.1.
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adanya akta outentik diatur oleh undang-undang, dan ada pula akta
autentik yang formulasi aktanya ditentukan undang-undang, seperti
yang tercantum dalam KUHPerdata pasal 1868 Yang berbunyi :
“Suatu akta outentik ialah akta yang dibuat dalam bentuk yang
ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang
berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat”.®> Akta otentik dibuat
oleh pejabat yang berwenang, akta yang dibuat oleh pejabat ini harus
sesuai dengan apa yang diinginkan oleh para pihak. Akta otentik
dibuat di hadapan pejabat yang berwenang dalam hal ini para pihak

menghadap pejabat yang berwenang menentukan isi akta tersebut.

Kerangka Teori
Kerangka teori merupakan landasan dari teori atau dukungan teori
dalam membangun atau memperkuat kebenaran. dari permasalahan yang
dianalisis.  Kerangka teori dimaksud adalah kerangka pemikiran atau butir-
butir pendapat atau teori sebagai pegangan baik disetujui atau tidak
disetujui.*® Teori adalah suatu alat yang dapat digunakan untuk menguraiakan
suatu fenomena yang saling terkait antara satu dan yang lainya.'’ Adapun teori

hukum yang disajikan dalam penelitian ini yaitu :

1> Harahap, M. Yahya, 2010, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 566.
16 M.Solly Lubis, 1994, Filsafat Ilmu dan Penelitian, Mandar Maju, Bandung, hal .80
" Ulganef, 2008, Metode Penelitian Sosial dan Bisnis, Graha llmu, Yogyakarta, hal.54-55.
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1. Teori Kepastian Hukum

Teori Kepastian Hukum ini sangat penting dalam sebuah Negara
Hukum. Menurut Radbruch Hukum memiliki orientasi pada hal-hal
berikut:

a. Kepastian Hukum;
b. Keadilan;
c. Daya guna atau kemanfaatan

Asas kepastian Hukum ini mengandung 2 (dua) pengertian , yaitu
pertama adanya aturan yang bersifat umum yang memberi penjelasan
kepada individu tentang perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan.
Kedua, adanya keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan
kekuasaan pemerintah.

Asas kepastian hukum ini memberikan landasan tingkah laku
individu dan landasan perbuatan yang dapat dilakukan oleh negara
terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal
dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan
hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya
untuk kasus yang serupa yang telah di putuskan.®

Asas Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu
peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara
jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan

(multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma

'8 peter Mahmud Marzuki, 2008, Pengantar llmu Hukum, Kencana Pranada Media Group,
Jakarta, hal. 158.
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dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik
norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang
jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat
dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan
keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual
mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil
bukan sekedar hukum yang buruk.*®

Asas ini dapat dipergunakan untuk dapat mengatasi persoalan
dalam hal bentuk pertanggungjawaban Notaris Pengganti terhadap proses
pembuatan akta otentik yang dibuatnya. Realitanya banyak permasalahan
seperti ini timbul di masyarakat dan mengikutsertakan Notaris, tetapi di
dalam pengaturannya terutama di  UUJN sendiri tidak mengatur
mengenai  tanggung jawab pidana seorang Notaris ataupun Notaris
Pengganti dari akta yang telah. Dengan asas kepastian hukum ini
diharapkan dapat memberikan suatu bentuk kepastian bagi notaris
apabila berhadapan dengan kasus seperti ini.

2. Teori Kewenangan

Kewenangan sama dengan wewenang Yyaitu adalah sebuah hak dan
kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Wewenang (authority) sebagai hak
atau kekuasaan memberikan perintah dan melakukan tindakan untuk
mempengaruhi tindakan orang lain agar sesuatu yang dilakukan sesuai

dengan yang diinginkan. Wewenang Notaris secara administrasi dapat

19 Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engelien R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit.,
2009, Kamus Istilah Hukum, Jala Permata Aksara, Jakarta, hal. 385.
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diperoleh secara atribusi yaitu pemberian wewenang baru kepada suatu
jabatan tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan atau aturan
hukum.

Notaris memiliki kewenangan yang diciptakan serta diberikan oleh
UUJN oleh karena itu kewenangan Notaris tidak diberikan oleh lembaga
lain, melainkan secara tegas langsung diperoleh dari UUJN yang
mengatur mengenai tugas jabatannya. Notaris memiliki kewenangan
berdasarkan Pasal 15 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.

Teori Tanggung Jawab

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab
hukum menyatakan bahwa : seseorang bertanggung jawab secara hukum
atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab
hukum, subyek berarti dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal
perbuatan yang bertentangan. Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan
bahwa:

“Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh
hukum disebut kekhilafan (negligence); dan kekhilafan biasanya
dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (culpa), walaupun tidak
sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan
menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang

membahayakan.”
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Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggung jawab

menjadi :

a. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung
jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;

b. Pertanggungjawaban Kkolektif berarti bahwa seorang individu
bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh
orang lain;

c. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa
seorang Individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang
dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan
menimbulkan kerugian;

d. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu
bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena
tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Dalam  penyelenggaraan ~ suatu ~ Negara  dan  Pemerintahan
pertanggungjawaban itu melekat pada jabatan yang juga telah dilekati
dengan kewenangan, dalam perspektif hukum publik, adanya
kewenangan inilah yang memunculkan adanya pertanggungjawaban.
Sebagai pejabat umum Notaris diangkat oleh Negara/Pemerintah
dan bekerja untuk pelayanan kepentingan umum, walaupun Notaris
bukan merupakan pegawai negeri yang menerima gaji dari

Negara/Pemerintah, Notaris di pensiunkan oleh Negara/Pemerintah tanpa
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mendapat pensiunan dari pemerintah.?’ Dalam sikap melaksanakan
tugasnya sebagai pejabat umum Notaris memiliki tanggung jawab, yang
mana tanggung jawab ini dibedakan menjadi 3 antara lain :

a.  Pertanggungjawaban secara administrasi

b. Pertanggungjawaban secara Perdata

c. Pertanggungjawaban secara Pidana

G. Metode Penelitian
Metodologi pada hakikatnya berusaha untuk memberikan pedoman
tentang tata cara seseorang ilmuwan untuk mempelajari, menganalisa dan
memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya. Terkait demikian
penelitian adalah suatu usaha untuk menghimpun serta menemukan
hubungan- hubungan yang ada antara fakta-fakta yang diamati secara

seksama.?* Adapun metode dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum empiris.
Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang akan
memberikan pemahaman yang utuh terhadap hukum dalam konteks
norma maupun ketika diterapkan dalam konteks sosial.?* Penelitian

hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang

2 G, H. S. Lumban Tobing, 1991, Pengaturan Jabatan Notaris, Erlangga, Jakarta, hal. 31.

2 |brahim, Johnny, 2006, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Edisi Revisi,
Cetakan Il, Banyumedia Publishing, Malang , hal.294.

2 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010 ,Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan
Empiris, Cetakan Ke-1, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal.45
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menganalisis dan mengkaji bekerjanya di dalam masyarakat.
Bekerjanya hukum dalam masyarakat dapat dikaji dari efektivitasnya
hukum, kepatuhan terhadap hukum, peranan lembaga, atau institusi
hukum didalam penegakan hukum, implementasi aturan hukum,
pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu atau
sebaliknya, pengaruh masalah sosial terhadap aturan hukum.?
2. Metode Pendekatan

Berdasarkan jenis penelitian, metode pendekatan dalam
penelitian ini- adalah pendekatan . kualitatif. Menurut Mukti Fajar,
Pendekatan kualitatif yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang
menghasilkan data deskritif analisis, yaitu data yang dinyatakan oleh
responden secara tertulis ataupun lisan serta juga tingkah laku yang
nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.*

3. Jenis dan Sumber data

Secara umum jenis data yang diperlukan dalam suatu penelitian
hukum terarah pada penelitian data sekunder dan data primer. Dalam
Penelitian ini Penulis menggunakan jenis sumber data primer yang
didukung dengan data sekunder, yaitu data yang mendukung keterangan
serta kelengkapan data primer yang diperoleh dari kepustakaan.
Berdasarkan dengan hal tersebut di atas maka dalam penelitian ini

penulis menggunakan sumber dan jenis data sebagai berikut:

2 Salim HS & Erlies Septiana Nurbani, 2013, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian
Tesis Dan Disertasi, RajaGrafndo Persada, Jakarta, hal. 20
24 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad , Op.cit., hal, 192
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Data primer, adalah data yang diperoleh secara langsung dari
sumbernya. Dalam penelitian data primer diperoleh dari
responden, yaitu Notaris dan Majelis pengawas Notaris, selaku
lembaga pengawas notaris.

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh peneliti secara tidak

langsung atau berasal dari bahan kepustakaan yang terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer merupakan bahan-bahan Hukum yaitu
berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan antara
lain : Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas
undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan
Notaris, Kode Etik Notaris, Kitab Undang-undang Hukum
Perdata, Kitab Undang-undang ~ Hukium Pidana, dan
Peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan bidang
kenotariatan atau yang terkait.

2) Bahan Hukum  Sekunder merupakan bahan yang diperoleh
secara tidak langsung untuk menganalisis dan memahami
bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku mengenai
Kenotariatan, literatur, kamus hukum dan jurnal hukum, hasil
karya ilmiah. Bahan hukum yang digunakan adalah yang
relevan dengan penelitian terkait Tanggung Jawab Notaris
Pengganti terhadap kesalahan dalam pembuatan akta yang

dibuatnya.
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3) Bahan Hukum Tersier merupakan bahan-bahan yang bersifat
menunjang, memberikan petunjuk atau penjelasan dari bahan
hukum primer dan sekunder antara lain : Kamus Besar Bahasa
Indonesia (KBBI), abstrak, ensiklopedi, kamus hukum dan

artikel dari media internet.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan
teknik wawancara dan kepustakaan (study document). Wawancara
dilaksanakan langsung kepada informan penelitian. Untuk mendapatkan
data yang akurat dipilih metode/teknik pengambilan data dengan
wawancara bebas terpimpin. Metode ini dipakai untuk mengurangi sifat
kaku dari kedua belah pihak dalam proses wawancara sehingga
diharapkan didapat data yang lebih akurat. Dalam wawancara bebas
terpimpin unsur kebebasan masih dipertahankan sehingga kewajaran
dapat dicapai secara maksimal. Teknik kepustakaan dilakukan dengan
mengumpulkan (menginventarisasi) bahan-bahan hukum yang dianggap
berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian, kemudian
melakukan  klasifikasi  terhadap  bahan-bahan  hukum  yang
dikumpulkan.?®

Data yang diperoleh baik dari studi lapangan maupun studi
pustaka, pada dasarnya merupakan data tuturan yang dianalisis secara

deskriptif kualitatif, yaitu data yang terkumpul dituangkan dalam

% Rifa’i Abu Bakar, 2021, Pengantar Metodologi Penelitian, Suka Press UIN Sunan
Kalijaga, Yogyakarta, hal.67
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bentuk uraian logis dan sistematis. Selanjutnya dianalisis untuk
memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik
kesimpulan secara deduktif yaitu dari hal yang bersifat umum menuju
hal yang bersifat khusus.
5. Metode Analisis Data
Data yang diperoleh baik dari studi lapangan maupun studi
pustaka, pada dasarnya merupakan data tuturan yang dianalisis secara
deskriptif kualitatif, yaitu data yang terkumpul dituangkan dalam
bentuk uraian logis dan sistematis. Selanjutnya dianalisis untuk
memperoleh  kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik
kesimpulan secara deduktif yaitu dari hal yang bersifat umum menuju

hal yang bersifat khusus..

Sistematika Penulisan
Sistematika Penulisan dalam penulisan Hukum ini mengacu pada
buku pedoman penulisan tesis Program Magister (S2) Kenotaritan (Mkn)
Fakultas Hukum Unissula Semarang. Penulisan Hukum ini terbagi menjadi
4 (empat) Bab yang masing-masing saling berkaitan. Gambaran yang jelas
mengenai penulisan Hukum ini akan diuraikan dalam sistematika sebagai
berikut :
Bab | Pendahuluan
Dalam bab ini Penulis menguraikan tentang latar belakang
masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat

penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode



Bab Il

Bab 11

Bab IV
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penelitian dan sistematika penulisan, yang akan diajukan dalam
laporan penelitian tersebut.

Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini diuraikan mengenai segala sesuatu tentang,
Sejarah dan dasar hukum Notaris, Kajian menurut Islam,
Pengertian Notaris dan Notaris Pengganti, Syarat dan larangan
menjadi Notaris dan Notaris Pengganti, Tugas dan wewenang
Notaris dan Notaris Pengganti, serta Pengangkatan dan
pemberhentian Notaris dan Notaris Pengganti.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini berisi tentang pembahasan permasalahan yang
akan dibahas berdasarkan rumusan masalah penelitian ini yaitu,
Tugas dan Wewenang Notaris pengganti dalam pembuatan akta
dan Tanggung Jawab Notaris pengganti apabila ada kesalahan
dalam pembuatan akta yang dibuatnya.

Penutup

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian ini. Bab ini
berisi kesimpulan dan saran yang diperlukan dari penulis

berdasarkan penelitian yang telah dilakukan.



BAB Il

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Notaris
1. Pengertian dan Dasar Hukum Notaris

Menurut pendapat para ahli, istilah notaris berasal dari kata “
Notarius “ yaitu ditujukan kepada orang-orang yang melakukan
pekerjaan sebagai penulis pada jaman Romawi. Beberapa pendapat juga
menyebutkan nama Notarius berasal dari perkataan “Nota Literaria”
yaitu yang menyatakan suatu perkataan.”® Sebutan Notarius pada abad
kelima dan keenam diberikan kepada penulis atau sekretaris raja dan
juga kepada pegawai-pegawai adiministrasi di istana kerjaaan pada
jaman itu.

Perkembangan Peraturan Notaris di Indonesia semula diatur
dalam Reglement op het Notarisambt in Nederlands Indie atau yang
biasa disebut Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia, yang berlaku
mulai tahun 1860 (Stbl. 1860 No. 3), dengan diundangkanya peraturan
ini maka menjadi dasar yang kuat bagi profesi Notaris di Indonesia
pada masa itu. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang
jabatan Notarasi sebagian besar masih didasarkan pada penginggalan

zaman kolonial belanda, yaitu yang termuat dalam Stbl.1860 Nomor 3

yang sudah beberapa kali diubah. Terakhir diubah dalam undang-

% R. Soegondo Notodisoerjo, 1993 , Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan, Raja
Grafindo Persada, Jakarta, hal. 13.
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undang Nomor 33 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil
Notaris Sementara yang diundangkan pada tanggal 13 Nopember 1954
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 1954
Nomor 101 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
(TLNRI) Nomor 700. Dan kemudian pada tanggan 6 oktober 2004
Peraturan jabatan notaris dinyatakan tidak berlaku, pada tanggal
tersebut telah diundangkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004
tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2004
Nomor 117 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
(TLNRI) Nomor. 4432 dibentuk karena terdapat berbagai ketentuan
dalam peraturan perundang-undangan tentang jabatan Notaris pada saat
peninggalan kolonial Hindia Belanda dianggap tidak sesuai dengan
perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia, oleh
karena itu perlu diadakan pembaharuan dan pengaturan kembali secara
menyeluruh dalam satu undang-undang yang mengatur secara khusus
jabatan Notaris. Sehingga dapat tercipta suatu unifikasi hukum yang
berlaku untuk semua penduduk di seluruh wilayah negara Republik
Indonesia, yang kemudian unifikasi hukum di bidang kenotariatan
tersebut menjadi dasar bagi pelembagaan Notaris di Indonesia.

Selama hampir 10 tahun UUJN diberlakukan sebagai satu-satunya

undang-undang yang mengatur tentang jabatan Notaris, akhirnya pada
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tahun 2014 diberlakukan revisi terhadap UUJN. Revisi UUJN ini hanya
diberlakukan pada sebagian pasal yang penting saja, yang sekiranya
perlu diadakan perubahan dan selanjutnya diundangkan dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang
(selanjutnya disebut dengan UUJN-P) yang diundangkan pada tanggal
15 Januari 2014 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI)
Tahun 2014 Nomor 3 dan Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia (TLNRI) Nomor 5491, maka Notaris dalam menjalankan
jabatannya mengacu pada UUJN dan UUJN-P.

Selain itu terdapat aturan lain yang menjadi acuan dalam
menjalankan jabatannya, yaitu Kode Etik Profesi Notaris yang dibuat
oleh lkatan Notaris Indonesia (selanjutnya disebut dengan INI), Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut dengan
KUHPerdata) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang ada
keterkaitan dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Dalam
pengertian harian Notaris adalah orang yang diangkat oleh pemerintah
untuk membuat akta autentik. Notaris adalah pejabat umum, seorang
yang menjadi pejabat umum apabila diangkat dan diberhentikan oleh
pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk melayani publik
dalam hal-hal tertentu. Sebagaimana bunyi Pasal 1 ayat (1) UUJN-P,
Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta

autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana yang
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dimaksud dalam Undang-undang ini atau berdasarkan Undang-undang
lainnya. Menurut Habib Adjie, Notaris merupakan suatu jabatan publik
yang mempunyai karakteristik yaitu sebagai Jabatan, artinya UUJN
merupakan unifikasi di bidang pengaturan Jabatan Notaris, artinya satu-
satunya aturan hukum dalam bentuk undang-undang yang mengatur
Jabatan Notaris di Indonesia, sehingga segala hal yang berkaitan dengan
Notaris di Indonesia harus merujuk kepada UUJN.?
2. Kajian Islam tentang Notaris

Kalimat hai orang-orang yang beriman (yaa ayyuhalladziina
aamanu) menegaskan bahwa subyek hukum yang dibebani perintah di
sini adalah orang-orang beriman. Mukhatab (subyek hukum yang
dikenai perintah/larangan), yakni orang yang dibebani hukum (disebut
juga mukallaf ) dalam ayat ini adalah orang-orang yang
beriman.Mukallaf terdiri dari manusia kodrati dan badan hukum
(syirkah/persekutuan). Jadi, ayat ini disamping memerintahkan manusia
kodrati yang beriman, juga memerintahkan badan hukum. Dalam
masalah ini adalah Profesi Notaris Salah satu syarat untuk dapat
diangkat menjadi Notaris menurut Pasal 3 UUJN bertakwa kepada
Tuhan Yang Maha Esa. Keimanan merupakan dasar dari ketakwaan,
karena setiap orang bertakwa pasti beriman, tetapi tidak semua orang
beriman adalah bertakwa. Jadi ayat tersebut berlaku untuk umum

termasuk kepada Notaris, para pihak dan para saksi.

2" Habib Adijie I, Op.Cit, hal. 32-34.
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Yang mana sebelum menjalankan jabatannya wajib disumpah
menurut agama dan keyakinan masing-masing dengan kalimat sumpah
sebagai berikut sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) Undang Undang Jabatan
Notaris (UUJN).

Di Quran Surat An-Nisa ayat 58, Allah berfirman Sungguh, Allah
meyuruhmu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya,
dan jika kamu menetapkan hukum di antara manusia meka hendaknya
dengan cara adil. Amanatadalah sesuatu yang dipercayakan oleh orang
lain untuk dilaksanakan. Notaris adalah jabatan kepercayaan. Dalam
ayat ini Allah- memerintahkan kepada orang Islam untuk menyampaikan
amanat kepada yang berhakdan memberikan putusan adil terhadap
sesama. Di samping Notaris berkewajiban untuk tidak memihak,
Notaris diberi amanat oleh para pihak yang harus dijaga, yaitu
merahasiakan segala sesuatu mengenai akta sesuai Pasal 16 ayat (1)
huruf e UUJN. Jadi, ayat ini secara tegas mewajibkan Notaris untuk
menggunakan wajib ingkar kepada pihak yang tidak berkepentingan.?®

Mengenai konsep saksi dalam Islam disebutkan begini. Kalimat
dan persaksikanlah dengan dua orang laki-laki mengandung ketentuan
bahwa dalam melaksanakan akad/transaksi dihadiri oleh 2 (dua) saksi
laki-laki atau 1 (satu) saksi laki-laki dan 2 (dua) saksi perempuan.

Selaras dengan asas unus testis nullus testis (satu saksi bukanlah saksi).

“nttps://medianotaris.com/konsep_jabatan_notaris_dan_ppat_ada_di_hukum_islam_berita6
74.html(diakses pada jumat 30 juli 2023, pukul 11.38)
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Konsep ini dipakai di hukum barat yaitu Dalam praktik, hukum acara

perdata yang berlaku di lingkungan Peradilan

3. Syarat Dan Larangan Menjadi Notaris

Notaris sebagai pejabat umum adalah pejabat yang oleh undang-

undang diberi wewenang untuk membuat suatu akta autentik, namun

dalam hal ini pejabat yang dimaksud bukanlah pegawai negeri tetapi

hanya Notaris. Untuk menjalankan jabatannya Notaris harus memenubhi

syarat-syarat sebagai berikut yaitu :*°

a.

Hanya Warga Negara Indonesia yang boleh menjadi Notaris,
Selain itu tidak diperbolehkan menjadi Pejabat Umum dalam hal
ini Notaris.

Bertakwa - Kepada Tuhan Yang ~Maha Esa; Memiliki
agama/kepercayaan kepada Tuhan yang maha Esa, orang yang
tidak memiliki agama tidak diperbolehkan menjadi Notaris.
Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;

Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat
keterangan sehat dari dokter dan psikiater; bahwa Calon Notaris
itu nantinya telah mampu secara jasmani dan rokhani untuk
melaksanakan wewenang dan kewajiban sebagai Notaris.
Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua

kenotariatan;

% pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
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Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai
karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh
empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa
sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus
strata dua kenotariatan; Yang dimaksud prakarsa sendiri yaitu
calon Notaris dapat memilih sendiri dikantor yang diinginkan
dengan tetap mendapatkan rekomendasi magang dari Organisasi
Notaris.

Tidak berstatus sebagail pegawai negeri, pejabat Negara, advokad,
atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh
undangundang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris;
Yang dimaksud Pegawai Negeri dan Pejabat Negara adalah
sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 43
tahun 199 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 8 tahun
1974 tentang pokok-pokok kepegawaian, sedangkan yang
dimaksud dengan advokad adalah sebagaimana yang dimaksud
dalam Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokad,
bahwa Seorang Notaris tidak diperbolehkan menjabat seperti yang
disebutkan diatas karena ditakutkan dapat mengurangi harkat dan
martabat Notaris.

Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena
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melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5
(lima) tahun atau lebih.

Larangan adalah sikap, perilaku dan perbuatan atau tindakan

apapun yang tidak boleh dilakukan oleh anggota perkumpulan maupun

orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris, dalam

menegakkan kode etik dan disiplin organisasi Pasal 1 kode etik INI.

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus memperhatikan dan

tunduk pada larangan-larangan yang diatur dalam ketentuan Pasal 17

ayat (1) UUJN-Perubahan, yaitu antara lain:

a.

b.

Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;

Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja
berturutturut tanpa alasan yang sah;

Merangkap sebagai pegawai negeri;

Merangkap jabatan sebagai pejabat negara;

Merangkap jabatan sebagai advokat,

Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha
milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau
Pejabat Lelang Kelas 11 di luar tempat kedudukan Notaris;
Menjadi Notaris Pengganti; atau

Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma
agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi

kehormatan dan martabat jabatan Notaris.
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Larangan Notaris menurut ketentuan Bab Ill Pasal 4 Perubahan
Kode Etik Notaris hasil dari Kongres Luar Biasa lkatan Notaris
Indonesia yang dilaksanakan di Banten pada tanggal 29-30 Mei 2015
antara lain:

a. Mempunyai lebih dari 1 (satu) kantor, baik kantor cabang
ataupun kantor perwakilan.

b. Memasang papan nama dan/atau tulisan yang berbunyi
“Notaris/Kantor Notaris” di luar lingkungan kantor.

c. Melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun
secara  bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan
jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau
elektronik, dalam bentuk Iklan, Ucapan selamat, Ucapan
belasungkawa, Ucapan terima kasih, Kegiatan pemasaran,
Kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan
maupun olah raga.

d. Bekerja sama dengan biro jasa/orang/Badan Hukum yang pada
hakekatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau
mendapatkan Kklien.

e. Menandatangani akta yang proses pembuatannya telah
dipersiapkan oleh pihak lain.

f.  Mengirimkan minuta kepada klien untuk ditandatangani.

g. Berusaha atau berupaya dengan jalan apapun, agar seseorang

berpindah dari Notaris lain kepadanya, baik upaya itu ditujukan
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langsung kepada Kklien yang bersangkutan maupun melalui
perantaraan orang lain.

Melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan
dokumendokumen yang telah diserahkan dan/atau melakukan
tekanan psikologis dengan maksud agar klien tersebut tetap
membuat akta padanya.

Melakukan usaha-usaha, baik langsung maupun tidak langsung
yang menjurus ke arah timbulnya persaingan yang tidak sehat
dengan sesama rekan Notaris.

Menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dalam
jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan
Perkumpulan.

Mempekerjakan dengan sengaja orang yang masih berstatus
karyawan kantor Notaris lain tanpa persetujuan terlebih dahulu
dari Notaris yang bersangkutan, termasuk menerima pekerjaan
dari karyawan kantor Notaris lain.

Menjelekkan dan/atau mempersalahkan rekan Notaris atau akta
yang dibuat olehnya. Dalam hal seorang Notaris menghadapi
dan/atau menemukan suatu akta yang dibuat oleh rekan sejawat
yang ternyata di dalamnya terdapat kesalahan-kesalahan yang
serius dan/atau membahayakan klien, maka Notaris tersebut
wajib  memberitahukan  kepada rekan sejawat yang

bersangkutan atas kesalahan yang dibuatnya dengan cara yang
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tidak bersifat menggurui, melainkan untuk mencegah timbulnya
hal-hal yang tidak diinginkan terhadap klien yang bersangkutan
ataupun rekan sejawat tersebut.

m. Tidak melakukan kewajiban dan melakukan Pelanggaran
terhadap Larangan sebagaimana dimaksud dalam Kode Etik
dengan menggunakan media elektronik, termasuk namun tidak
terbatas dengan menggunakan internet dan media sosial.

n. Membentuk kelompok sesama rekan sejawat yang bersifat
eksklusif dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu
instansi atau lembaga, apalagi menutup kemungkinan bagi
Notaris lain untuk berpartisipasi.

0. Menggunakan dan mencantumkan gelar yang tidak sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

p.  Membuat akta melebihi batas kewajaran yang batas jumlahnya
ditentukan oleh Dewan-Kehormatan.

g. Mengikuti pelelangan untuk mendapat pekerjaan/pembuatan akta.
Jika larangan itu tetap dilakukan oleh notaris, maka notaris dapat
dikenakan sanksi berupa: teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian
sementara, pemberhentian dengan hormat, atau sanksi pemberhentian
dengan tidak hormat.

Hal-hal yang dapat dikecualikan dan tidak dikategorikan
pelanggaran sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 5 kode etik

Notaris Ikatan Notaris Indonesia (INI) antara lain :
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a. Memberikan ucapan selamat, ucapan berduka cita dengan
mempergunakan kartu ucapan, surat, karangan bunga ataupun
media lainnya dengan tidak mencantumkan Notaris, tetapi
hanya nama saja.

b. Pemuatan nama dan alamat Notaris dalam buku panduan nomor
telepon, fax dan telex, yang diterbitkan secara resmi oleh PT.
Telkom dan/atau instansi-instansi/atau lembaga-lembaga resmi
lainnya.

c. Memasang 1 (satu) tanda penunjuk jalan dengan ukuran tidak
melebihi 20 cm x 50 cm, dasar berwarna putih, huruf berwarna
hitam, tanpa mencantumkan nama Notaris serta dipasang dalam
radius maksimum 100 meter dari kantor Notaris.

d. Memperkenalkan diri tetapi tidak melakukan promosi diri
selaku Notaris.

LLarangan bagi notaris sebagaimana dalam Pasal 17 Undang-
Undang Jabatan Notaris tersebut di atas, dimaksud bertujuan untuk
menjamin kepastian hukum bagi masyarakat yang memerlukan jasa
notaris, serta sekaligus mencegah terjadinya persaingan tidak sehat
antar notaris dalam menjalankan jabatannya.

Tugas Dan Wewenang Notaris

Peran notaris merupakan pekerjaan yang unik, undang-undang

memberi kewenangan kepada Notaris untuk membuat suatu dokumen

berupa akta Notaris dibidang hukum perdata. Bagi masyarakat pada
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umumnya keberadaan notaris sebagai sosok yang memiliki kewenangan
publik, penyuluhan, dan pemberi nasehat hukum. Setiap pemberian atau
adanya suatu kewenangan senantiasa diikuti pula dengan kewajiban
dan/atau tanggung jawab dari padanya. Oleh karena itu Notaris diberi
kewenangan membuat akta autentik, maka Notaris yang bersangkutan
berkewajiban untuk memenuhi segala persyaratan yang telah ditentukan
oleh peraturan perundang-undangan, agar akta yang dibuat itu
memenuhi syarat sebagai akta autentik.
Kewenangan notaris dibagi menjadi beberapa hal, adapun yang
menjadi wewenang notaris, yaitu :
a. Kewenangan umum
Mengenali wewenang yang harus dipunyai oleh Notaris
sebagai pejabat umum untuk membuat suatu akta autentik. Pasal
15 ayat (1) UUJN-P. menegaskan bahwa salah satu kewenangan
Notaris yaitu membuat akta secara umum. Hal ini dapat disebut
sebagai kewenangan umum Notaris dengan batasan sepanjang :
1) Tidak dikecualikan kepada pejabat fain yang telah ditetapkan
oleh undang-undang.
2) Menyangkut akta yang harus dibuat adalah akta autentik
mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang
diharuskan oleh aturan hukum untuk dibuat atau dikehendaki

oleh yang bersangkutan.
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3) Mengenai kepentingan subjek hukumnya yaitu harus jelas
untuk kepentingan siapa suatu akta itu dibuat. Namun, ada
juga beberapa akta autentik yang merupakan wewenang
Notaris dan juga menjadi wewenang pejabat atau instansi lain.

Menurut Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Jabatan Notaris,

Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan,
perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-
undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk
ditanyakan dalam akta autentik, menjamin pembuatan akta-akta,
menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan semuanya itu
sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau
dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh
Undang-undang. Notaris selain untuk membuat akta-akta otentik juga
ditugaskan untuk melakukan  pendaftaran dan mengesahkan
(waarmerken dan legalisasi). Surat-surat/akta-akta yang dibuat dibawah
tangan serta memberikan nasehat hukum dan penjelasan mengenai
undangundang terutama isi dari akta yang dibuat di hadapan Notaris.

Wewenang Notaris selain tersebut diatas sebagaimana yang telah

tercantum dalam ketentuan Pasal 15 ayat (2) yang mengatakan bahwa

Notaris berwenang pula :

a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat
di bawah tangan dengan mendaftarkannya di dalam suatu buku

khusus;
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b. Membukukan  surat-surat di  bawah  tangan  dengan
mendaftarkannya dalam suatu buku khusus;

c. Membuat salinan (copy) dari surat di bawah tangan berupa salinan
yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam
surat yang bersangkutan;

d. Melakukan pengesahan kecocokan antara fotokopi dengan surat
aslinya;

e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan
akta;

f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan;

g. Membuat akta risalah lelang.

Akta notaris merupakan alat bukti yang sempurna sehingga tidak
perlu lagi dibuktikan dengan pembuktian lain selama ketidak benaranya
tidak dapat dibuktikan.*® Berdasarkan Pasal 1866 KUH Perdata dan
Pasal 165 HIR akta Notaris merupakan alat bukti tulisan atau surat
pembuktian yang utama sehingga dokumen ini merupakan alat bukti

persidangan yang memiliki kedudukan yang sangat penting.

B. Tinjuan Umum Tentang Notaris Pengganti
1. Pengertian Notaris Pengganti
Notaris dalam menjalankan jabatannya dituntut untuk memiliki
kecermatan, ketelitian, kejujuran, dan berhati-hati serta kondisi tubuh

yang prima. Secara umum kesalahan dan kurang konsentrasinya

% Paulus J. Soepratignya, 2012 ,Teknik Pembuatan Akta Kontrak, Cahaya Atma Pustaka,
Yogyakarta, Hal. 20,
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seorang Notaris tentu akan mempengaruhi kualitas pekerjaannya oleh
karena itu Notaris dapat menggunakan hak cuti sebagaimana di atur
dalam Pasal 25 ayat (1) UUJN, Dengan demikian apabila seorang
Notaris sedang menggunakan hak Cutinya diwajibkan untuk menunjuk
seorang Notaris pengganti Menurut UUJN Pasal 1 ayat (3) pengertian
notaris pengganti adalah “seorang yang untuk sementara diangkat
sebagai notaris untuk menggantikan notaris yang sedang cuti, sakit,
atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai
notaris”. >
2. Syarat menjadi Notaris Pengganti

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris Pengganti adalah
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 33 UUJN-P sebagai berikut :

a. Syarat untuk dapat diangkat menjadi notaris pengganti dan
pejabat sementara notaris adalah warga negara Indonesia yang
berijazah Sarjana Hukum dan telah bekerja sebagai karyawan
kantor Notaris paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut.

b. Ketentuan yang berlaku bagi notaris sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 berlaku bagi
Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris, kecuali
undang-undang menentukan lain.

Dengan melihat ketentuan di atas Bahwa yang akan dilakukan

oleh Notaris Pengganti ini sama dengan yang dilakukan oleh Notaris,

%1 Habib Adjie, 2009, Sekilas Dunia Notaris dan PPAT di Indonesia, Mandar maju,
Bandung, hal. 73
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artinya setelah dilantik menjadi Notaris Pengganti dan/atau Pejabat
Sementara Notaris semua kewenangan, kewajiban, dan larangan akan
berpindah kepadanya, oleh karena itu terlalu sederhana syarat untuk
dapat diangkat menjadi seorang Notaris Pengganti dan/atau Pejabat
Sementara Notaris, seharusnya syarat-syarat untuk pengangkatan
Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris dapat ditambahkan
antara lain :
a. Bertaqwa kepada Tuhan yang maha esa
b. Setia kepada pancasila dan UUD 1945
c. Sehat jasmani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari
dokter rumah sakit pemerintah atau swasta
d. Sehat rohanifjiwa yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat
dari psikiater rumah sakit pemerintah atau swasta
e. Berumur paling rendah 27 tahun
f. Tidak pernah terlibat dalam tindakan kriminal yang dinyatakan
dalam surat keterangan dari kepolisian republik Indonesia.*
Dengan adanya persamaan kedudukan hukum antara Notaris
Pengganti dengan Notaris maka tidak ada keragu-raguan lagi bahwa
akta-akta yang dibuat oleh Notaris Pengganti mempunyai kekuatan
hukum yang sama dengan akta-akta Notaris, artinya bahwa akta-akta
yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris Pengganti bersifat autentik dan

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sebagaimana

%2 Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia, Op Cit., hal 106.
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dimaksud dalam Pasal 1870 KUH Perdata ‘“suatu akta autentik
memberikan di antara para pihak beserta ahli waris-ahli warisnya atau
orang-orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang
sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya.
3. Pengangkatan Notaris Pengganti
Notaris yang hendak cuti mengajukan permohonan cuti disertai

usulan penunjukkan seorang notaris pengganti dan selanjutnya
menyerahkan protokol notaris kepada notaris pengganti yang dibuatkan
berita acara dan dilaporkan kepada Majelis Pengawas Wilayah. Notaris
pengganti juga harus berpegang teguh kepada kode etik notaris.
Keharusan notaris  berpegang teguh dengan kode etik notaris
diamanatkan dalam Pasal 83 ayat (1) UUJN yang menegaskan bahwa
organisasi notaris menetapkan dan menegakkan kode etik notaris.*
Setelah itu notaris maupun. notaris pengganti mengajukan permohonan
pelantikan ke Departemen Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
dengan melampirkan:

a. Surat permohonan Pelantikan;

b. surat keputusan pengangkatan/notaris pengganti.

c. Berita acara pelantikan;

Dokumen vyang dilampirkan untuk pengangkatan notaris

pengganti adalah :

% Henny Saida Flora. 2012. “Tanggung Jawab Notaris Pengganti Dalam Pembuatan Akta”.
Kanun Jurnal llmu Hukum. XIV(57), hal. 199.
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a. Surat Permohonan Pelantikan;
b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang sudah dilegalisir
oleh notaris;

c. Fotokopi Akta Kelahiran;

d. Fotokopi buku nikah (bagi yang sudah menikah)

e. Surat berkelakuan baik dari kepolisian;

f.  Surat keterangan jasmani dan rohani dari dokter Pemerintah;

g. Pas Foto terbaru berukuran 3x4;

h. Daftar Riwayat hidup.

4. Tugas dan tanggung jawab Notaris Pengganti
Tanggung jawab notaris pengganti di dalam pembuatan akta

menurut UUJN diatur dalam Pasal 33 ayat (2) yang menegaskan
bahwa notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16, dan
Pasal 17 berlaku bagi notaris pengganti. Dengan demikian, dapatlah
diketahui bahwa dalam hal tanggung jawab notaris pengganti dalam
pembuatan akta bila terdapat kesalahan atau kelalaian dapat dikenakan
sanksi Yyaitu yang terdapat dalam Pasal 84 dan Pasal 85 serta
dikaitkan dengan Pasal 86 UUJN yang mana menegaskan apabila
pihak yang dirugikan pada saat pembuatan akta tersebut dapat
menuntut kepada notaris pengganti baik secara perdata, pidana
maupun dipandang secara kode etik notaris, sepanjang tidak

bertentangan dengan UUJN.
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Tanggung jawab notaris pengganti atas akta yang dibuatnya
setelah selesai masa jabatan ataupun masih menjabat sebagai notaris
pengganti, sepenuhnya berada pada notaris pengganti karena notaris
pengganti ialah pejabat yang mandiri. Ketika akan melaksanakan
jabatannya, seorang notaris pengganti harus dilantik terlebih dahulu.
Meskipun notaris pengganti, bukan berarti yang bersangkutan tidak
harus hati-hati, cakap, profesional dalam menjalankan fungsinya
sebagai notaris pengganti, yang bersangkutan tetap bertanggung jawab
penuh terhadap setiap akta yang dibuat olehnya, maka dari itu seorang
notaris pengganti harus memiliki profesionalitas kerja terutama
pengetahuan yang luas dan mendalam terhadap pembuatan akta, karena
jika terjadi suatu kelalaian akibat olehnya, maka yang bersangkutan

harus bertanggung jawab atas akta yang dibuat olehnya.

C. Tinjauan Umum Tentang Akta Notaris
1. Pengertian Akta

Istilah akta berasal dari bahasa Belanda yaitu Akte. Dalam
mengartikan akta ini ada dua pendapat. Pendapat pertama mengartikan
surat dan pendapat kedua mengartikan sebagai perbuatan hukum.** Akta
merupakan suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk
dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani. Dengan
demikian unsur-unsur yang penting untuk suatu akta ialah kesengajaan

untuk menciptakan suatu bukti tertulis dan penandatanganan tulisan itu.

% Oemar Moechthar, 2017, Dasar-Dasar Teknik Pembuatan Akta, Airlangga, Surabaya,
hal 1.
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Akta Autentik dalam kamus hukum diartikan sebagai akta atau surat
yang dibuat di hadapan atau oleh notaris dengan para saksi. Notaris
sebagai pejabat publik produk akhirnya yaitu adalah akta autentik, yang
terikat dalam ketentuan hukum perdata terutama dalam hukum
pembuktian. Akta Notaris merupakan dokumen resmi yang dibuat oleh
dan/atau dihadapan Notaris yang memiliki kekuatan pembuktian secara
sempurna. Mengenai pembuktian secara otentik disebutkan dalam pasal
1868 KUHPerdata :

“suatu akta autentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang
ditentukan oleh Undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum
yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat”

Dalam KUHPerdata mensyaratkan sebuah akta autentik harus
memenuhi unsur-unsur yang mana mengenai bentuknya ditentukan oleh
Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 perubahan
atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan
dibuat oleh Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta.
2. Jenis/Pembagian Akta

Akta Notaris merupakan salah satu hasil dari pelaksanaan tugas
jabatan Notaris sesuai kewenangan yang diberikan kepada Notaris.®
Dalam melaksanakan kewenangannya Notaris kurang memperhatikan
aturan yang terkait sehingga kekuatan pembuktian suatu akta Notaris

menjadi dibawah tangan. Akta dalam Pasal 1 ayat (7) UUJN

% Habib Adjie, 2011, Majelis Pengawas Daerah Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara,
Refika Aditama, Bandung, hal. 49.
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menyatakan bahwa akta Notaris yang selanjutnya disebut akta adalah
akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk
dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Berdasarkan
pasal tersebut dapat dikategorikan menjadi 2 bentuk akta yaitu :
a. Akta dibawah tangan
Dinyatakan dalam ketentuan Pasal 1869 KUH Perdata
bahwa suatu akta yang dibuat di hadapan pejabat yang tidak
berwenang itu, bukanlah suatu akta otentik melainkan hanya
berlaku sebagai akta di bawah tangan apabila para pihak telah
menandatangani.
b. Akta Otentik
Mengenai definisi akta otentik dapat dilihat pada Pasal
1868 KUHPerdata yang menyatakan bahwa akta otentik adalah
suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan oleh
undang-undang, dan dibuat oleh pejabat umum yang berwenang
untuk itu di tempat di mana akta tersebut dibuat. Berkaitan
dengan akta otentik yang dibuat oleh Notaris, terbagi 2 (dua)
macam, yaitu:

1) Akta otentik yang dibuat oleh pejabat atau yang disebut
sebagai akta pejabat (ambtelijke acte, Proces verbal acte).
Ambtelijke akte atau relaas akte atau disebut juga process
verbaal akte yaitu akta yang memuat keterangan resmi dari

pejabat yang berwenang. Jadi akta ini hanya memuat
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keterangan dari satu pihak saja, yakni pihak pejabat yang
membuatnya. Akta ini dianggap mempunyai kekuatan
pembuktian terhadap semua orang.

2) Akta otentik yang dibuat di hadapan pejabat yang memuat
pernyataan pihak-pihak yang disebut sebagai akta para
pihak (partij acte). Partij akte (akta pihak) yaitu akta yang
memuat keterangan (berisi) apa yang dikehendaki oleh
pihak-pihak yang bersangkutan. Misalnya pihak-pihak
yang  bersangkutan  mengatakan  menjual/membeli
selanjutnya pihak Notaris merumuskan kehendak pata
pihak tersebut dalam suatu akta. Partij akte ini mempunyai
kekuatan pembuktian sempurna bagi pihak-pihak yang
bersangkutan termasuk para ahli warisnya dan orang-orang
yang menerima hak dari mereka itu. Pasal 1870
KUHPerdata dianggap berlaku bagi partij akte ini.
Mengenai kekuatan pembuktian terhadap pihak ketiga tidak

diatur.®

Perbedaan antara akta pihak (Partij akte) dengan akta pejabat
(ambtelijke akte), adalah:
a. Partij akte

1) Inisiatif ada pada pihak-pihak yang bersangkutan.

2) Berisi keterangan para pihak.

% Victor. M. Situmorang, dkk, 1992, Grosse Akta Dalam Pembuktian Dan Eksekusi,
PT.Rineka Cipta, Jakarta, hal. 24.
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b. Ambtelijke akte
1) Inisiatif ada pada pejabat.
2) Berisi keterangan tertulis dari pejabat (ambtenaar) pembuat

akta.

Menurut A. Kohar suatu Akta Notaris yang merupakan suatu
keterangan Notaris dalam kedudukan sebagai pejabat umum menjamin
atas adanya:

a. Kehadiran (para) penghadap.

b. Pada tempat tertentu.

c. Pada tanggal tertentu.

d. Benar (para) penghadap memberikan keterangan sebagaimana
tercantum dalam akta tersebut, atau benar terjadi keadaan
sebagaimana disebutkan dalam akta.

e. Benar ditandatangani oleh (para) penghadap (untuk akta pihak)
sehingga fungsi dari - akta tersebut adalah bahwa (para)
penghadap dengan adanya tandatangan dan keterangan (fakta)
dari notaris, tidak dapat memungkiri fakta di atas.*’

Akta otentik memberikan jaminan bagi para pihak yang datang
menghadap kepada Notaris atas perbuatan dan kehendak-kehendak dari
mereka yang tertuang dalam akta otentik tersebut. Notaris dalam
membuat akta harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan

dalam peraturan perundang-undangan.

% A. Kohar, 1993, Notaris Dalam Praktek Hukum, Alumni, Bandung, hal. 29.
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Antara akta di bawah tangan dan akta otentik terdapat beberapa
perbedaan sebagai berikut:®

a. Akta di bawah tangan tidak dibuat di hadapan pejabat umum
(Notaris) tetapi dibuat serta ditandatangani oleh orang-orang
yang berkepentingan yang membuatnya.

b. Akta di bawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian yang
sempurna seperti akta otentik apabila diakui oleh orang yang
bersangkutan, sedangkan akta otentik tidak memerlukan
pengakuan dari pihak yang bersangkutan.

c. Kekuatan pembuktian yang sempurna berarti bahwa isi akta itu
dalam pengadilan dianggap benar sampai ada bukti perlawanan
yang melumpuhkan akta itu.

d. Akta otentik, orang yang menandatangani serta tanggal
pembuatan telah cukup terbukti sedangkan akta di bawah
tangan, tanda tangan, tanggal dan isinya dapat dipungkiri oleh
pihak-phak yang berkepentingan.

e. Kemungkinan hilangnya akta di bawah tangan lebih besar dari
pada akta otentik, sebab akta otentik aslinya disimpan pada

Notaris yang membuatnya.

Di dalam akta otentik tandatangan bukan merupakan suatu

masalah, sedangkan pada akta di bawah tangan tandatanganlah yang

% Budi Untung, 2001, Visi Global Notaris, ANDI, Yogyakarta, hal. 61.
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merupakan suatu hal yang sangat penting dalam pemeriksaan

kebenarannya.

D. Tinjauan Umum mengenai Notaris dalam Perspektif Islam
Islam mengatur perbuatan hukum manusia dalam melakukan
perjanjian, termasuk akhirnya mengatur siapa yang bertugas sebagai pejabat
yang menjaganya atau Notarisnya, seperti firman Allah dalam Qs. Al-

Bagarah 282:
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Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara
tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan
hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.
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Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah
mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang
berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia
bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun
daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau
lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka
hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan
dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang
lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-
saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang
mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan)
apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu,
baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian
itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat
kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu‘amalahmu itu),
kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara
kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan
persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi
saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka
sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah
kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala
sesuatu.

Penafsiran dari-Al Quran Surat Al Bagarah 282 Notaris adalah sebagai
Pencatat atas segala kepentingan para pihak di dalam akta, Di samping
wajib tidak memihak, Notaris diberi amanat para pihak yang harus dijaga,
yaitu merahasiakan segala sesuatu mengenai akta sesuai Pasal 16 ayat (1)
huruf e UUJabatan Notaris. Jadi ayat ini secara tegas mewajibkan Notaris
menggunakan wajib ingkar kepada pihak yang tidak berkepentingan. Dalam
konteks syarat-syarat dalam utang-piutang, seseorang yang bertugas sebagai
Notaris, sebagaimana persyaratan untuk menjadi juru catat di dalam aturan
Al quran Surat Al Bagarah ayat 282 yang mengatur masalah utang-piutang
disebutkan adanya unsur-unsur, diantaranya cakap, tidak dalam
pengampuan berdasar kalimat keharusan adanya wali (waliyyu bil adl) atau

pengampu bagi orang vyang tidak cakap melakukan perbuatan
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hukumdisebutkan di dalam surat itu.

Kalimat maka catatkanlah (faktubuh) di dalam surat Al Bagarah di
atas mengandung perintah yang sifatnya anjuran kepada para pihak untuk
mencatat/menulis perjanjian utang-piutang. Jika dikaitkan dengan kalimat
setelahnya, yakni walyaktub bainakumkaatibun biladl mengandung maksud
bahwahendaknya perjanjian dibuat secara tertulis di hadapan Notaris atau
Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan benar. Kalimat hendaklah dia menulis
(walyaktub) mengandung perintah yang sifatnya anjuran bagi juru tulis
(kaatab), dalam hal ini adalah Notaris untuk menulis perjanjian, dan isi
perjanjian tersebut diwajibkan adil (bil adl).

Istilah Notaris dalam kamus Bahasa Arab, diterjemahkan dengan katib
adl atau juru tulis-yang adil atau muwadzzaf tautsiq (pegawai yang
melegalisasi/mengesahkan). Disebut katib adl karena Notaris diwajibkan
untuk menulis dengan adil dan tidak berat sebelah. Dengan demikian
Notaris merupakan salah satu profesi kehormatan yang disebut di dalam Al-
Quran, sebagaimana profesi ulama (guru, dosen, peneliti, ilmuwan, dsb)
dalam QS Al-Mujadalah ayat (11) yang artinya niscaya Allah akan
meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang
diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.

Kalimat hai orang-orang yang beriman (yaa ayyuhalladziina aamanu)
menegaskan bahwa subyek hukum yang dibebani perintah di sini adalah
orang-orang beriman. Mukhatab (subyek hukum yang dikenai

perintah/larangan), yakni orang yang dibebani hukum (disebut juga
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mukallaf) dalam ayat ini adalah orang-orang yang beriman. Mukallaf terdiri
dari manusia kodrati dan badan hukum (syirkah/persekutuan). Jadi, ayat ini
disamping memerintahkan manusia kodrati yang beriman, juga
memerintahkan badan hukum. Dalam masalah ini adalah Profesi Notaris
Salah satu syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris menurut Pasal 3
UUJabatan Notaris adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Keimanan merupakan dasar dari ketakwaan, karena setiap orang bertakwa
pasti beriman, tetapi tidak semua orang beriman adalah bertakwa. Jadi ayat
tersebut berlaku untuk umum termasuk kepada Notaris, para pihak dan para
saksi.*

Notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya bukan hanya
kewenangan saja yang harus diperhatikan, namun ada salah satu kewajiban
Notaris yang harus selalu dilaksanakan yang tertera dalam Pasal 16 ayat (1)
huruf b bahwa Notaris harus membuat akta dalam bentuk minuta akta dan
menyimpannya sebagai protokol Notaris. Minuta akta atau minit adalah akta
yang asli yang ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan Notaris dan
disimpan dalam arsip Notaris (bukan salinan atau kutipan dan juga bukan
grosse)”. Semua minuta akta, repertorium dan klapper wajib disimpan oleh
Notaris karena itu semua merupakan dokumen penting yang harus diarsip

dan disimpan oleh Notaris.

% Indra Iswara, 2020, Profesi Notaris dan PPAT ditinjau dari Perspektif Hukum Islam,
Maktabah Muslim Sunni, Kediri, hal.25
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tugas dan Wewenang Notaris Pengganti

Kedudukan notaris sebagai pejabat pembuat akta otentik disebutkan
dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan
Notaris, yang menyebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang
berwewenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan
lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan
undang-undang lainnya. Akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan
notaries menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-
undang.*

Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua
perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan
perundang-undangan atau Yyang dikehendaki oleh orang yang
berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian
tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan
kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga
ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang
ditetapkan oleh undang-undang. Dalam melaksanakan tugas jabatannya,

Notaris berada dibawah pengawasan Kementrian Hukum dan Hak Asasi

0 Nawaaf Abdullah, Munsyarif Abdul Chalim,2017, Kedudukan Dan Kewenangan Notaris
Dalam Membuat Akta Otentik, Jurnal Akta, Vol. 4 No. 4, hal.658
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Manusia (Kemenkumham). Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 67
Undang UUJN :
1. Pengawasan atas Notaris dilakukan oleh Menter.i
2. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam
Ayat (1) Menteri membentuk Majelis Pengawas.
3. Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah 9
(sembilan) orang, terdiri atas unsur :
a. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang
b. Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang
c. Ahli atau akademisi sebanyak 3(tiga) orang
4. Dalam hal suatu daerah tidak terdapat unsur instansi pemerintah,
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, keanggotaan dalam
Majelis Pengawas diisi dari unsur lain yang ditunjuk oleh menteri.
5. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi perilaku
Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris.
6. Ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada Ayat

(5) berlaku bagi Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris.**

Majelis Notaris selain bertugas untuk melakukan pengawasan, juga
berperan dalam memberikan pembinaan serta sanksi-sanksi. Majelis
Pengawas Notaris (MPN) terdiri atas Majelis Pengawas Pusat (MPP)
dibentuk dan berkedudukan di Ibukota Negara, Majelis Pengawas Wilayah

(MPW) dibentuk dan berkedudukan di Ibukota Propinsi dan Majelis

! pasal 67 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-undang
Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN)
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Pengawas Daerah (MPD) dibentuk dan berkedudukan di Ibukota

Kabupaten/Kota. Profesi notaris harus memiliki unsur-unsur sebagai

berikut:*?

1.  Harus jujur terhadap klien maupun diri sendiri (kejujuran
intelektual).

2. Sadar akan batas-batas kewenangannya.

3.  Tidak semata-mata berdasarkan pertimbangan uang;

4.  Memiliki integritas moral yang mantap.

Setiap orang yang menggunakan jasa notaris pasti ingin diperlakukan jujur

adil, tidak berpihak dan sesuai dengan hukum dan aturan yang berlaku.*®

Oleh karena kedudukan Notaris yang independent dan tidak memihak,

maka akta yang dihasilkan merupakan suatu kepastian dan jaminan hukum

yang pasti.**

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus berpedoman
kepada UUJN dan kode etik notaris. Notaris yang melakukan pelanggaran
akan mendapatkan sanksi. Notaris tidak dapat melepaskan diri dari
tuntutan perdata bahkan pidana artinya semua perbuatan Notaris dalam
menjalankan tugas kewajibannya harus dapat dipertanggung jawabkan

secara hukum, termasuk dengan segala konsekuensinya untuk dikenakan

2 Liliana Tedjasaputro, 1995, Etika Profesi Notaris (Dalam Penegakan Hukum Pidana),
Bigraf Publishing, Yogyakarta, hal.86

8 Jaifurrachman, Habib Adjie, 2011, Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam
Pembuatan Akta, Mandar Maju, Bandung, hal. 251

“ Tan Thong Kie, 2011, Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris (Cetakan Kedua),
Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, hal.444.
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sanksi hukum terhadap pelanggaran norma-norma hukum yang
mendasarinya.*’

Praktiknya, notaris dapat menunjuk seorang notaris pengganti yang
lazimnya merupakan salah satu karyawan yang bekerja di kantornya.
Notaris menyerahkan protokol notaris kepada notaris pengganti, sehingga
dalam penugasan notaris pengganti terdapat protokol dari notaris yang
digantikan oleh notaris pengganti dan protokol yang meliputi akta yang
dibuatnya sendiri. Notaris Pengganti adalah seorang yang untuk sementara
diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti,
sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai
Notaris.*®

Notaris pengganti memiliki tugas, dan wewenang yang sama dengan
Notaris yang digantikan atau Notaris Penunjuk. Untuk itu Notaris
Pengganti juga berkewajiban dan bertanggungjawab yang sama seperti
Notaris pada umumnya, vyaitu sebagal pejabat umum yang dalam
pelaksanaan tugasnya harus berlandaskan pada UUJN maupun Kode Etik
Jabatan Notaris.*” Tugas Notaris secara umum Vaitu:

1. Membuat akta otentik sebagaimana tertuang dalam pasal 1 Undang-
undang Jabatan Notaris. Akta-akta yang dibuat oleh notaris terdiri

dari akta anggaran dasar atau akta pendirian, dan akta perjanjian.

“Ary Yuniastuti, Jawade Hafidz, 2017, Tinjauan Yuridis Kebatalan Akta dan
Pertanggungjawaban Notaris, Jurnal Akta, VVolume 4 Nomor 2 , hal.132
Wawancara dengan Bapak Suyanto,SH. Ketua Majelis Pengawas Notaris Kota
Semarang, 02 November 2023.

" Ibid.
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Berdasarkan Pasal 1874 KUHPerdata, notaris bertugas untuk
mendaftarkan surat-surat dibawah tangan ke dalam buku khusus
(waamerken), lalu mengesahkan surat-surat dibawah tangan tersebut
(legalisiren).

Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan
akta.

Membuat salinan dari asli surat dibawah tangan berupa salinan yang
memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat
yang bersangkutan.

Membetulkan kesalahan tulis dan/ atau kesalahan ketik yang terdapat
pada minuta akta yang telah ditandatangani.

Berdasarkan point tugas diatas Notaris pengganti dalam menjalankan

tugasnya harus sesuai dengan tugas yang telah diatur, seperti yang tertuang

dalam Pasal 1 angka 3 UUJN. yang dimaksud dengan notaris pengganti

adalah seorang yang sementara diangkat sebagai notaris yang sedang cuti,

sakit atau untuk berhalangan menjalankan jabatannya sebagai notaris.

Pasal 1 ayat (1) UUJN menegaskan bahwa notaris adalah pejabat

umum yang berwenang yang ditetapkan oleh undang-undang untuk

membuat akta otentik. Kewenangan notaris dalam membuat akta otentik

meliputi 4 hal yaitu :

1. Notaris berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuat;

2. Notaris berwenang sepanjang mengenai orang untuk kepentingan

siapa akta itu dibuat;



57

3. Notaris berwenang sepanjang mengenai tempat dimana akta itu
dibuat;

4. Notaris berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta.

Sedangkan menurut Pasal 15 UUJN, kewenangan notaris yang lain adalah:

1. Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua
perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan
perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang
berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin
kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan
grosse, salinan dan kutipan akta semuanya itu sepanjang pembuatan
akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat
lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

2. Notaris berwenang pula :

a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal
surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;

b. Membukukan surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang
memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam
surat yang bersangkutan;

c. Membuat fotocopy dari asli surat-surat di bawah tangan berupa
salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan
digambarkan dalam surat yang bersangkutan;

d. Melakukan pengesahan kecocokan fotocopy dengan surat-surat

aslinya;



58

e. Memberikan penyuluhan huku sehubungan dengan pembuatan
akta;
f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan atau g.
Membuat akta risalah lelang.
Dengan demikian kewenangan notaris pengganti selama menjalankan
tugasnya adalah sama seperti kewenangan notaris yang digantikannya atau
yang menunjuknya. Namun demikian masa jabatan notaris pengganti
hanya selama notaris yang digantikannya berhalangan, sakit atau cuti,
sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan kemudia
setelah itu pekerjaan notaris pengganti akan dilakukan kembali oleh
notaris yang digantikannya.*®
Selain dari kewenangan seorang notaris juga mempunyai berbagai
kewajiban yang harus dijalankan sebagaimana diatur dalam Pasal 16
UUJN yakni :
1. Bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga
kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum
2. Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai
bagian dari protokol notaris
3. Mengeluarkan grosse akta, salinan, dan kutipan akta berdasarkan
minuta akta
4.  Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam UUJN

kecuali ada alasan untuk menolaknya

8 Wawancara dengan Bapak Suyanto,SH. Ketua Majelis Pengawas Notaris Kota
Semarang, 02 November 2023.
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5.  Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan
segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai
dengan sumpah/janji jabatan kecuali undang-undang lain

6. Menjilid akta yang dibuatnya dalam satu bulan menjadi buku dan
memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan dijilid lebihd ari 1
(satu) buku dan mencatat jumlah minuta akta, bulan dan tahun
pembuatannya pada sampul setiap buku.

7. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak
diterimanya surat berharga

8. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan
waktu pembuatan akta setiap bulan

9.  Mencatat dalam reportorium tanggal pengiriman daftat wasiat pada
setiap akhir bulan

10. Mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara Republik
Indonesia dan pada ruang yang melingkar ditulisnya nama, jabatan,
dan tempat kedudukan yang bersangkutan

11. Membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling
sedikit 2 (dua) orang saksi, dan notaris

12. Menerima magang calon notaris.

Wewenang Notaris untuk membuat akta dalam bentuk yang otentik
diatur lebih lanjut pada ketentuan pasal 1868 KUHPerdata. Ketentuan dalam
pasal 1868 KUHPerdata tersebut suatu akta dapat dikatakan sebagai akta

otentik apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
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Akta tersebut dibuat oleh (door) atau dibuat dihadapan (tenoverstaan),
seorang pejabat umum (openbareambtenaren). Syarat akta dibuat oleh
(door) atau dibuat dihadapan (ten overstain) pejabat umum yang
ditunjuk oleh Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2004 tentang Peraturan Jabatan Notaris. Dalam Pasal 1 ayat (1)
disebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang
untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana
dimaksud dalam undang-undang ini. Pejabat umum disini diartikan
sebagai pejabat yang diserahi tugas untuk membuat akta otentik yang
melayani kepentingan publik. Dari ketentuan tersebut terlihat bahwa
kualifikasi Notaris sebagal pejabat umum terpenuhi karena diatur
secara khusus dalam suatu Undang-Undang tersendiri. Pemberian
kualifikasi Notaris sebagai pejabat umum berkaitan dengan wewenang
Notaris, menurut ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2004 tentang Peraturan Jabatan Notaris bahwa Notaris
berwenang membuat akta otentik, sepanjang pembuatan akta-akta
tersebut tidak digunakan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang
lain. Dengan demikian pejabat umum merupakan suatu jabatan yang
diberikan kepada mereka yang diberi wewenang oleh aturan hukum
dalam pembuatan akta otentik, dan Notaris sebagai pejabat umum

kepadanya diberikan kewenangan untuk membuat akta otentik.
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Sehingga dalam hal ini memenuhi syarat yang ditentukan oleh Pasal
1868 KUHPerdata.

2. Akta tersebut harus dibuat dalam bentuk (vorm) yang telah ditentukan
oleh Undang-Undang (wettelikjevorm). Bentuk (vorm) akta yang
dibuat oleh pejabat umum yang dikatakan sebagai akta otentik, harus
ditentukan oleh undang-Undang. Terhadap akta keterangan hak
mewaris yang selama ini dibuat oleh Notaris, bentuknya tidak pernah
diatur dengan Undang-Undang. Bentuk akta keterangan hak mewaris
yang dibuat oleh Notaris hanya diatur dalam Pasal 111 ayat (1) huruf ¢
angka 5 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik indonesia Nomor 16 Tahun 2021
Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/
Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
Tentang Pendaftaran Tanah dalam bentuk akta namun masih terdapat
perbedaan pendapat mengenai bentuk dari akta keterangan waris harus
dibuat seperti apa.

3.  Pejabat umum yang membuat akta harus mempunyai kewenangan
untuk membuat akta tersebut, baik kewenangan berdasarkan
daerah/wilayah kerjanya atau waktu pada saat akta tersebut dibuat.

Wewenang Notaris menurut Tobing meliputi empat hal, yaitu:*°

# G.H.S Lumban Tobing, 1983, Peraturan Jabatan Notaris, Erlangga, Jakarta , hal.141
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a. Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang

dibuatnya itu.

b. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang-orang, untuk

kepentingan siapa akta itu dibuat.

c. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana

akta itu dibuat

d. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai pembuatan akta itu.

Akta otentik dibagi menjadi dua yaitu partij acta dan relaas acta.Akta
partij atau akta pihak adalah akta yang dibuat dihadapan Notaris, artinya
akta yang dibuat berdasarkan keterangan atau perbuatan pihak yang
menghadap Notaris, dan keterangan atau perbuatan itu agar dikonstantier
oleh Notaris untuk dibuatkan akta. Sedangkan akta relaas atau akta pejabat
adalah akta yang dibuat oleh Notaris sebagai pejabat umum yang memuat
uraian secara otentik tentang semua peristiwa atau kejadian yang dilihat,
dialami, dan disaksikan oleh Notaris sendiri.

Wewenang yang ada dalam seorang Notaris bukan berasal dari
lembaga pemerintah lainnya, akan tetapi kewenangan yang didasarkan dan
diberikan oleh Undang-Undang. Oleh karena itu berdasarkan teori
kewenangan, kewenangan yang dimiliki oleh seorang Notaris merupakan
kewenangan atribusi. Kewenangan atribusi ini diperoleh melalui Peraturan
Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga

Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan
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Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, dan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN).>

Peran notaris sebagai pejabat umum merupakan suatu jabatan
terhormat yang di berikan oleh negara secara atributif melalui undang-
undang kepada seseorang yang di percaya. Pasal 1 UUJN menyebutkan
bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta
otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang ini. Sebagai pejabat umum, notaris diangkat oleh menteri,
berdasarkan Pasal 2 UUJN, dengan di angkatnya seorang notaris maka ia
dapat menjalankan tugasnya dengan bebas, tanpa di pengaruhi badan
eksekutif dan badan lainnya dan dapat bertindak netral dan independen.
Tugas notaris adalah untuk melaksanakan sebagian fungsi publik dari
negara dan bekerja untuk pelayanan kepentingan umum khususnya dalam
bidang hukum perdata, walaupun notaris bukan merupakan pegawai negeri
yang menerima gaji dari negara.>

Kedudukan notaris pengganti dianggap sebagai penutup kekosongan
jabatan notaris karena notaris tidak mampu menjalankan kewajibannya

untuk beberapa waktu dengan alasan yang diatur di dalam undang-undang.

%0 \Wawancara dengan Bapak Suyanto,SH. Ketua Majelis Pengawas Notaris Kota
Semarang, 02 November 2023.

' Rizki Nurmayanti , Akhmad Khisni, Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam
Pelaksanaan Pembuatan Akta Koperasi, Jurnal Akta, Vol. 4 No. 4 Desember 2017, hal.611
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Kedudukan notaris pengganti dalam pembuatan akta tidak ada perbedaan
dengan notaris. Sehingga akta yang dibuat notaris pengganti memiliki
kekuatan hukum yang sama dengan akta yang dibuat notaris yang
menunjuknya. Di dalam menjalankan profesinya, beberapa notaris
pengganti tidak luput dari beragam kesalahan. Jika notaris pengganti
melakukan kesalahan dalam pembuatan akta, maka ia tetap mempunyai
kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya terhadap akta
tersebut Kedudukan notaris pengganti berdasarkan Pasal 65 UUJN
menyatakan bahwa notaris pengganti memiliki tanggung jawab yang sama
dengan notaris dalam pembuatan akta autentik. Fungsi yang dimiliki
notaris pengganti tidak ada perbedaan dalam hal kewenangan dan

tanggung jawab terkait fungsinya sebagai notaris.

Tanggung Jawab Notaris pengganti terhadap kesalahan dalam
pembuatan akta yang dibuatnya

Notaris bertanggungjawab supaya setiap akta yang dibuatnya
mempunyai sifat otentik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1868
KUHPerdata.Kewajiban notaris untuk dapat mengetahui peraturan hukum
yang berlaku di Negara Indonesia juga serta untuk mengetahui hukum apa
yang berlaku terhadap para pihak yang datang kepada notaris untuk
membuat akta. Hal tersebut sangat penting agar supaya akta yang dibuat
oleh notaris tersebut memiliki otentisitasnya sebagai akta otentik karena

sebagai alat bukti yang sempurna. Namun dapat saja notaris melakukan
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suatu kesalahan dalam pembuatan akta. Kesalahan-kesalahan yang mungkin
dapat terjadi, yaitu :

1. Kesalahan ketik pada salinan notaris, dalam hal ini kesalahan tersebut
dapat diperbaiki dengan membuat salinan baru yang sama dengan
yang asli dan hanya salinan yang sama dengan yang asli baru
mempunyai kekuatan sama seperti akta asli.

2. Kesalahan bentuk akta notaris, dalam hal ini dimana seharusnhya
dibuat berita acara rapat tapi oleh notaris dibuat sebagai pernyataan
keputusan rapat.

3. Kesalahan isi akta notaris, dalam hal ini mengenai keterangan dari
para pihak yang menghadap notaris, di mana saat pembuatan akta
dianggap benar tapi ternyata kemudian tidak benar.>?

Tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh notaris terhadap
ketentuan-ketentuan Pasal 16 (1) huruf i. Pasal 16 (1) huruf k, Pasal 41,
Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52 Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, yang menyebabkan suatu
akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan
atau akta menjadi batal demi hukum, maka pihak yang merugikan dapat

menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga pada notaris.>?

%2 Mudofir Hadi, Pembatalan Isi Akta Notaris Dengan Putusan Hakim Jurnal Varia
Peradilan, Tahun VI Nomor 72, hal. 143.

%% G.H.S Lumban Tobing Op.Cit, hal. 84
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Berkaitan dengan nilai pembuktian dalam hal ini ada 3 (tiga) aspek
yang harus diperhatikan ketika akta dibuat, aspek-aspek ini berkaitan
dengan nilai pembuktian, yaitu:**

1. Lahiriah (uitwendige bewijskracht)

Kemampuan lahiriah akta Notaris, merupakan kemampuan akta
itu sendiri untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta otentik
(acta publica probant sese ipsa). Jika dilihat dari luar (lahirnya)
sebagai akta otentik serta sesuai dengan aturan hukum yang sudah
ditentukan mengenai syarat akta otentik, maka akta tersebut berlaku
sebagai akta otentik, sampai terbukti sebaliknya, artinya sampai ada
yang membuktikan bahwa akta tersebut bukan akta otentik secara
lahiriah. Dalam hal ini beban pembuktian ada pada pihak yang
menyangkal keotentikan akta Notaris. Parameter untuk menentukan
akta Notaris sebagai akta otentik, yaitu tanda tangan dari Notaris yang
bersangkutan, baik yang ada pada Minuta dan Salinan dan adanya awal
akta (mulai dari judul) sampai dengan akhir akta.

Nilai pembuktian akta Notaris dari aspek lahiriah, akta tersebut
harus dilihat apa adanya, bukan dilihat adaapa. Secara lahiriah tidak
perlu dipertentangkan dengan alat bukti yang lainnya. Jika ada yang
menilai bahwa suatu akta Notaris tidak memenuhi syarat sebagai akta,
maka yang bersangkutan wajib membuktikan bahwa akta tersebut

secara lahiriah bukan akta otentik. Penyangkalan atau pengingkaran

> Habib Adjie, 2011, Hukum Notaris Indonesia, Op.cit, hal. 26
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bahwa secara lahiriah akta Notaris sebagai akta otentik, bukan akta
otentik, maka penilaian pembuktiannya harus didasarkan kepada
syarat-syarat akta Notaris sebagai akta otentik. Pembuktian semacam
ini harus dilakukan melalui upaya gugatan ke pengadilan. Penggugat
harus dapat membuktikan bahwa secara lahiriah akta yang menjadi
objek gugatan bukan akta Notaris.

Formal (formele bewijskracht)

Akta Notaris harus memberikan kepastian bahwa sesuatu
kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh
Notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat
yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah
ditentukan dalam dalam pembuatan akta Notaris. Secara formal untuk
membuktikan kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan,
tahun, pukul (waktu) menghadap, dan para pihak yang menghadap,
paraf dan tanda tangan para pihakipenghadap, saksi dan Notaris, serta
membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh Notaris (pada
akta pejabat/berita acara), dan mencatatkan keterangan atau pernyataan
para pihak/penghadap (pada akta pihak). Jika aspek formal
dipermasalahkan oleh para pihak, maka harus dibuktikan dan
formalitas dari akta, yaitu harus dapat membuktikan ketidakbenaran
hari, tanggal, bulan, tahun, dan pukul menghadap, membuktikan
ketidakbenaran mereka  yang menghadap, membuktikan

ketidakbenaran apa yang dilihat, disaksikan dan didengar oleh Notaris,



68

juga harus dapat membuktikan ketidakbenaran pernyataan atau
keterangan para pihak yang diberikan/disampaikan di hadapan Notaris,
dan ketidakbenaran tandatangan para pihak, saksi, dan Notaris ataupun
ada prosedur pembuatan akta yang tidak dilakukan. Dengan kata lain
pihak yang mempermasalahkan akta tersebut harus melakukan
pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek formal dari akta Notaris.
Jika tidak mampu membuktikan ketidakbenaran tersebut, maka akta
tersebut harus diterima oleh siapa pun.

Tidak dilarang siapa pun untuk melakukan pengingkaran atau
penyangkalan atas aspek formal akta Notaris, jika yang bersangkutan
merasa dirugikan atas akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris.
Pengingkaran atau penyangkalan tersebut harus dilakukan dengan
suatu gugatan ke pengadilan umum, dan penggugat harus dapat
membuktikan bahwa ada aspek formal yang dilanggar atau tidak sesuai
dalam akta yang bersangkutan, misalnya, bahwa yang bersangkutan
tidak pernah merasa menghadap Notaris pada hari, tanggal, bulan,
tahun, dan pukul yang tersebut dalam awal akta, atau merasa tanda
tangan yang tersebut dalam akta bukan tanda tangan dirinya. Jika hal
ini terjadi bersangkutan atau penghadap tersebut untuk mengggugat
Notaris, dan penguggat harus dapat membuktikan ketidakbenaran

aspek formal tersebut.
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Materil (materiele bewijskracht)

Merupakan kepastian tentang materi suatu akta, bahwa apa yang
tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-
pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku
untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya (tegenbewijs).
Keterangan atau pernyataan yang dituangkan/dimuat dalam akta
pejabat (atau berita acara), atau keterangan atau para pihak yang
diberikan/disampaikan di hadapan Notaris (akta pihak) dan para pihak
harus dinilai benar berkata yang kemudian dituangkan/dimuat dalam
akta berlaku sebagai yang benar atau setiap orang yang datang
menghadap Notaris yang kemudian/keterangannya dituangkan/dimuat
dalam akta harus dinilai telah -benar berkata. Jika ternyata
pernyataan/keterangan para penghadap tersebut. menjadi tidak benar
berkata, maka hal tersebut tanggung jawab para pihak sendiri. Notaris
terlepas dari hal semacam itu. Dengan demikian isi akta Notaris
mempunyai Kepastian sebagai yang sebenarnya, menjadi bukti yang
sah untuk/di antara para pihak dan para ahli waris serta para penerima
hak mereka. Jika akan membuktikan aspek materil dari akta, maka
yang bersangkutan harus dapat membuktikan, bahwa Notaris tidak
menerangkan atau menyatakan yang sebenarnya dalam akta (akta
pejabat), atau para pihak yang telah benar berkata (di hadapan Notaris)
menjadi tidak benar berkata, dan harus dilakukan pembuktian terbalik

untuk menyangkal aspek materil dari akta Notaris.
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Ketiga aspek tersebut di atas merupakan kesempurnaan akta Notaris
sebagai akta otentik dan siapa pun terikat oleh akta tersebut. Jika dapat
dibuktikan dalam suatu persidangan pengadilan, bahwa ada salah satu aspek
tersebut tidak benar, maka akta yang bersangkutan hanya mempunyai
kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau akta tersebut
didegradasikan kekuatan pembuktiannya sebagai akta yang mempunyai
kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

Notaris sebagai pejabat umum (openbaar ambtenaar) yang berwenang
membuat akta autentik dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya
sehubungan dengan pekerjaannya dalam membuat akta tersebut. Ruang
lingkup pertanggung jawaban notaris meliputi kebenaran materiil atas akta
yang dibuatnya. Mengenai tanggung jawab notaris selaku pejabat umum
yang berhubungan dengan kebenaran materiil, dibedakan menjadi 4 (empat)
poin yakni:*®

1. Tanggung jawab notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil
terhadap akta yang dibuatnya.

2. Tanggung jawab notaris berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris
terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya.

3. Tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugas jabatannya
berdasarkan Kode Etik Notaris.

4. Tanggung jawab notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil

terhadap akta yang dibuatnya.

** Nico, 2003, Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum, Center for Documentation
and Studies of Business Law, Yogyakarta, hal. 34.
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Faktor yang menyebabkan notaris diperlukan kehadirannya dalam
pemeriksaan perkara pidana adalah :°

1. Apabila akta yang dibuat oleh notaris menimbulkan kerugian yang
diderita para pihak.

2. Pihak maupun pihak lain dan berdasarkan bukti awal bahwa notaris
patut diduga turut serta melakukan atau membantu melakukan suatu
tindak pidana, berkaitan dengan kewenangan notaris berdasarkan pasal
15 Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu membuat akta otentik
dengan adanya unsur-unsur tindak pidana seperti :

a. Pasal 55 KUHP vyaitu turut serta melakukan tindak pidana
menurut pasal ini adalah “Turut melakukan™ dalam arti kata
bersama-sama melakukan, paling sedikit harus ada dua orang,
lalah orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan
peristiwva pidana tersebut.31 Dalam hal ini notaris melakukan
tindakan melanggar undang-undang jabatanya bersama pihak lain
demi kepentingan tertentu.

b. Pasal 231 KUHP yaitu membantu pelaku dalam melakukan
kejahatan. menurut pasal ini seseorang dengan sengaja melakukan
atau membiarkan salah satu perbuatan ini, untuk membantu orang
melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang.32 Seperti
jika notaris x bersama para pihak menghadap ke kantornya ingin

meminta pengesahan fotocopy KTP tetapi si notaris mengetahui

® \Wawancara dengan Bapak Suyanto,SH. Ketua Majelis Pengawas Notaris Kota
Semarang, 02 November 2023.
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bahwasannya KTP tersebut tidak sesuai dengan yang asli, dengan
kepentingan tertentu notaris melakukan pengesahan tersebut,
tanpa melihat yang aslinya.

Pasal 263 KUHP yaitu membuat surat palsu. Bahwa dalam pasal
ini dikatakan barang siapa yang membuat surat palsu atau
memalsukan surat, yang menerbitkan sesuatu hak, sesuatu
perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang
boleh di pergunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan,
dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain
menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak
dipalsukan. Notaris disini dalam pembuatan akta memasukan
orang-orang yang tidak berkepentingan ke dalam isi akta yang
dibuatnya dengan sengaja atau tidak sengaja sehingga orang-
orang yang berkepentingan dalam akta dirugikan haknya.

Pasal 266 KUHP yaitu-memberikan keterangan palsu dalam akta
otentik. pasal ini. menerangkan barangsiapa menyuruh
menempatkan Kketerangan palsu kedalam akta autentik tentang
kejadian yang sebenarnya harus dinyatakan oleh akte itu.34
Notaris disini harus berhati-hati ketika telah melakukan renvoi
dalam akta atau perubahan harus ada paraf dari seluruh para pihak
yang berkepentingan dalam akta jika tidak maka ini dikatakan

memberikan keterangan palsu.
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Pasal 372 KUHP vyaitu penggelapan. Yaitu barangsiapa dengan
sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama
sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dan barang
itu ada di tangannya bukan karena kejahatan, karena penggelapan.
Disini notaris dalam menjalankan jabatannya telah telah
menerima  honorarium atas jasa hukum  berdasarkan
kewenangannya dari para pihak tetapi notaris tidak menerbitkan
akta yang di buatnya dalam waktu yang cukup lama, karena telah
menggunakan honorarium itu untuk kepentingan pribadi atau
kepentingan lain, sehingga para pihak yang menggunakan jasa
hukumnya dirugikan.

Pasal 378 KUHP yaitu penipuan. Menurut pasal ini barangsiapa
dengan hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain
dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau
keadaan palsu baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun
dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang
memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan
piutang.36 Disini notaris dalam menjalankan jabatannya
mengeluarkan akta yang yang diluar kewenangannya, seperti
notaris yang belum di angkat menjadi PPAT menerbitkan Akta
PPAT dengan membuat stempel palsu dan SK palsu sehingga
akta yang diterbitkan tidak bisa digunakan, sehingga merugikan

orang yang berkepentingan.
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g. Pasal 385 KUHP yaitu menjual, menukarkan atau membebani
dengan crediet verband (sekarang Hak Tanggungan) atas tanah
yang belum bersertifikat. Bahwa yang bersangkutan menurut
pasal ini menukar, menjual tanah yang sedang diberikan hak
tanggungan dan tidak memberikan tentang hal itu kepada pihak
yang berkepentingan.37 Notaris/PPAT disini dengan kepentingan
tertentu menerbitkan akta jual beli kepada orang lain atas tanah
yang telah diberikan hak tanggungan sementara belum di
terbitkan roya atas tanah tersebut belum dikeluarkan, sehingga
merugikan orang yang memiliki hak dalam tanah tersebut.

Untuk mendapatkan keterangan dari notaris baik secara formil maupun

materiil berkaitan dengan akta yang dibuatnya berdasarkan laporan

para pihak atau pihak lain yang dirugikan atas akta tersebut (aktanya
berindikasi adanya perbuatan pidana), sehingga perlu dilakukan
pemeriksaan yang obyektif oleh penyidik, karena Kepolisian wajib
menerima laporan ataupun pengaduan masyarakat dan menindak
lanjuti dengan pemanggilan guna diminta keterangannya karena fungsi
penyidik Kepolisian adalah membuat terang suatu tindak pidana.

Terhadap kehadiran notaris dalam pemeriksaan perkara pidana

khususnya penyidikan di Kepolisian.

Merupakan kewajiban setiap warga/anggota masyarakat untuk

menghadiri pemeriksaan pidana sebagai saksi, saksi ahli atau juru

bahasa berdasarkan pasal 224 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana
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yang menyatakan bahwa barang siapa dipanggil sebagai saksi, saksi
ahli atau juru bahasa menurut Undang-Undang dengan sengaja tidak
memenuhi suatu kewajiban yang menurut undang-undang selaku
demikian harus dipenuhinya, diancam:

a. Dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama

sembilan bulan.

b. Dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enam

bulan.

Ketentuan ini berlaku juga bagi notaris sebagai pejabat umum namun
demikian berdasarkan Pasal 66 UUJN bahwa pemanggilan notaris dalam
pemeriksaan perkara pidana harus mendapat ijin terlebih dahulu dari Majelis
Pengawas Daerah - bagi Kota atau Kabupaten yang mempunyai
MajelisPengawas Daerah, atau Majelis Pengawas Wilayah bagi
Kota/Kabupaten yang belum mempunyai Majelis Pengawas Daerah.
Meskipun = Notaris mempunyai  Immunitas hukum yang diberikan
undangundang berupa kewajiban untuk menolak memberikan keterangan
yang menyangkut rahasia jabatannya, dan Immunitas tersebut diwujudkan
dengan adanya hak ingkar atau mengundurkan diri sebagai saksi sepanjang
menyangkut keterangan-keterangan yang sifatnya rahasia jabatan. Sebagai

pejabat umum yang menjalankan pelayanan publik dibidang pelayanan jasa
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hukum, maka terhadap kesalahan Notaris perlu dibedakan antara kesalahan
yang bersifat pribadi dan kesalahan didalam menjalankan tugas.”’

Akta yang dibuat Notaris tanpa ada kewenanganya maka dapat
disimpulkan bahwa akta yang bersangkutan batal demi hukum, dari semua
perbuatan atau tindakan hukum tersebut dalam akta harus dianggap tidak
pernah terjadi, dan akta seperti ini tidak bisa dieksekusi.*®

Notaris merupakan profesi hukum dalam ranah perdata tidak jarang
dalam perkembangan saat ini tersangkut dalam kasus hukum pidana. Tidak
jarang pula Notaris Pengganti terlibat dalam sebuah kasus karena
kesalahan dalam akta yang dibuatnya. Seperti dalam kasus Pengusaha
Jason Surjana Tanuwidjaja yang dilaporkan oleh seseorang ke Polres
Depok, Jawa Barat. Alasannya Jason menggunakan Akta Pengikatan Jual
Beli Nomor 24 dan Nomor 26 serta Akta Kuasa Nomor 25 dan Nomor 27
tanggal 17 April 1997 yang dibuat oleh Abdul Moethalib Wahab sebagai
dasar hukum gugatannya ke Pengadilan Negeri Depok, 5 September 2018
terhadap 14 orang ahli waris Tan Kwan Seng. “Laporannya tercatat dalam
Laporan Polisi dengan nomor STLP/2483/K/X1/2019/Restro Depok
tertanggal 14 November 2019),” kata kuasa hukum ahli waris Tan Kwan
Seng, Farida Felix, S.H,M.H, kepada wartawan. Padahal akta Akta Nomor
24 s/d Nomor 27, tegas Farida, telah dibatalkan oleh Putusan Pengadilan

Negeri Jakarta Barat Nomor 221/ Pdt.G/2005/PN.JKT.BAR tanggal 11

%" Paulus Efendi Lotulung, Perlindungan Hukum Bagi Notaris Selaku Pejabat Umum dalam
Menjalankan Tugasnya,Media Notariat, Ikatan Notaris Indonesia, Edisi April, 2002, hal. 3.

*® Habib Adjie, 2015, Penafsiran Tematik Hukum Notaris di Indonesia (Berdasarkan UU No.
2 Tahun 2014 tentang perubahan UU No. 30 Tahun 2004), Refika Aditama, Bandung, hal. 14
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Juli 2005 dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.“Dengan
demikian Jason menggunakan akta palsu sebagai dasar gugatannya,
makanya dia dilapor ke polisi,” kata kuasa hukum ahli waris Tan Kwan
Seng, Farida Felix, S.H,M.H, kepada wartawan.Jason dilaporkan ke
Bareskrim Polri karena ia membuat Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 24
sampai dengan Nomor 27 tanggal 17 April 1997 tanpa sepengetahuan para
ahli waris. Laporan ini ini dicatat dengan Laporan Polisi No.
LP/84/111/2005/SIAGA-11.Penyidik  Bareskrim  Polri  menyelidiki,
perkaranya naik penyidikan (sidik) dan Jason Tanuwijaya ditetapkan
sebagai tersangka. Ketika ditetapkan sebagai tersangka, Jason kabur entah
ke mana, sehingga Mabes Polri menetapkannya sebagai Daftar Pencarian
Orang (DPO). - [(Daftar ~ Pencarian Orang) No. Pol.
7DPO/16/V1/2005/DIiT-1 tanggal 22 Juni 2005 dan No. Pol.
DPO/50/X11/2006/DIT-I tanggal 28 Desember 2006].

Laporan Polisi yang menetapkan Jason sebagai tersangka ini
diperiksa dan diadili di Pengadilan NegeriJakarta Barat dengan Nomor
Perkara Pidana No. 1718/Pid.B/2005/PN.JKT.BAR Dalam persidangan di
PN Jakbar, terungkap para saksi dan para ahli waris menerangkan bahwa
mereka tidak kenal Notaris Pengganti Abdul Moethalib Wahab (terdakwa)
dan juga tidak pernah menandatangani Akta Pengikatan Jual Beli Akta
Nomor24 s/d Nomor 27 tanggal 17 April 1997. Dari persidangan di PN
Jakbar juga didapat keterangan bahwa, pertama, Akta Nomor: 24, 25, 26

dan 27 tidak ada minuta aslinya;sehingga akta — akta tersebut tidak pernah
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ditandatangani dan dibacakan kepada pihak — pihak yang ada dalam akta
tersebut termasuk para ahli warissebagai korban. Kedua, akta — akta
tersebut tidak tercantum dalam buku reportorium Notaris Jhon Leonard
Waworuntu. Abdul Moethalib Wahab sebagai Notaris Pengganti
menerangkan di pengadilan yang membuat akta tidak pernah kenal dan
tidak pernah bertemu dengan ahli waris Tan Kwan Seng. Karena itulah,
pada pada 25 Oktober 2005,PN Jakarta Barat mengeluarkan putusan
[Nomor : 81718/Pid.B/2005/PN.JKT.BAR] yang menyatakan, terdakwa
Abdul Moethalib Wahab terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana pemalsuan surat autentik. Oleh karena itu, ia
dihukum dengan pidana penjara selama 10 bulan.

Berdasarkan kasus posisi diatas -yang penulis sampaikan pada
penelitian ini nantinya bertitik berat pada bagaimana tanggung jawab
notaris pengganti terhadap kesalahan yang dilakukannya berkaitan dengan
pembuatan akta. Pembuatan akta tersebut akan menjadi tanggung jawab
mutlak dari notaris pengganti yang berwenang terhadap pembuatan akta
atau sebaliknya bisa saja di pertanggung jawabkan para pihak berdasarkan
atau perbuatan atau tindakan tertentu diluar tanggung jawab notaris
pengganti sebagaimana diatur dalam hukum positif yang berlaku di
Indonesia.

Berdasarkan UUJN, ketika Notaris dalam menjalankan tugas
jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka Notaris dapat di kenai

atau dijatuhi sanksi, berupa sanksi perdata, administrasi, kode etik jabatan



79

Notaris, dan sanksi-sanksi tersebut telah diatur sedemikian rupa dalam
UUJN dan kode etik jabatan Notaris. Kode etik notaris dan UUJN tidak
mengatur adanya sanksi pidana terhadap Notaris. Dalam praktik ditemukan
kenyataan bahwa suatu tindakan hukum atau pelanggaran yang dilakukan
Notaris sebenarnya dapat dijatuhi sanksi administrasi atau perdata atau kode
etik jabatan Notaris, tapi kemudian ditarik atau dikualifikasikan sebagai
suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris. Pengkualifikasikan
tersebut berkaitan dengan aspek-aspek seperti:>°

1. Kepastian hari, tanggal,bulan, tahun dan pukul menghadap.

2. Pihak (siapa-orang) yang menghadap Notaris.

3. Tanda tangan yang menghadap.

4. Salinan akta tidak sesuai dengan minuta akta.

5. Salinan akta ada, tanpa dibuat minuta akta.

6. Minuta akta tidak ditandatangani secara lengkap,tanpa minuta akta

dikeluarkan.

Aspek-aspek tersebut jika terbukti dilanggar oleh Notaris, maka
kepada Notaris yang bersangkutan dapat dijatuhi sanksi perdata atau
administratif atau aspek-aspek tersebut merupakan batasan-batasan yang
jika dapat dibuktikan dapat dijatuhkan dasar untuk menjatuhkan sanki
administratif dan sanksi perdata terhadap notaris, tapi ternyata di sisi yang
lain batasan-batasan seperti itu ditempuh atau diselesaikan secara pidana

atau dijadikan dasar untuk mempidanakan Notaris dengan dasar Notaris

hal.25.

> Habib Adjie, 2013, Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris, Refika Aditama, Bandung,
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telah membuat surat palsu atau memalsukan akta dengan kualifikasi sebagali
suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris.*

Peran Notaris terkait bantuan memberi kepastian hukumnya dan
perlindungan hukumnya bagi masyarakat sangatlah penting. Peran notaris
ini lebih bersifat pencegahan atau preventif akan terjadinya masalah hukum
di masa datang dengan membuat akta otentik terkait dengan status hukum,
hak dan kewajiban seseorang dalam hukum, dan lain sebagainya yang
berfungsi sebagai alat bukti yang paling sempurna di pengadilan yaitu
dalam hal terjadi sengketa hak dan kewajibannya itu.®*

Penjatuhan saksi pidana terhadap notaris dapat dilakukan sepanjang
batasan-batasan sebagaimana tersebut di atas dilanggar artinya disamping
memenuhi rumusan -pelanggaran yang tersebut dalam UUJN, kode etik
jabatan notaris juga harus memenuhi rumusan yang tersebut dalam KUHP.
Jika tindakan notaris memenuhi rumusan suatu tindak pidana, tapi jika
ternyata berdasarkan UUJN dan menurut penilaian dari majelis pengawas
notaris bukan suatu pelanggaran, maka notaris yang bersangkutan tidak
dapat dijatuhi hukuman pidana, karena ukuran untuk menilai sebuah akta
harus didasarkan pada UUJN dan kode etik jabatan notaris.®

Aspek-aspek akta Notaris tersebut diatas, dapat saja dijadikan dasar

atau batasan untuk mempidanakan Notaris, sepanjang aspek-aspek tersebut

% Ibid., hal. 25

81 Erina Permatasari, Lathifah Hanim, 2017, Peran dan Tanggung Jawab Notaris Terhadap
Pelaksanaan Pendaftaran Badan Hukum Perseroan Terbatas Melalui Sistem Online, Jurnal Akta,
Volume 4 Nomor 3, hal.401

%2 1bid., hal. 30
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terbukti secara sengaja (dengan penuh kesadaran dan keinsyafan serta
direncanakan oleh Notaris dan para/penghadap yang bersangkutan) bahwa
akta yang dibuat di hadapan dan oleh Notaris untuk dijadikan suatu alat
melakukan suatu tindak pidana atau dalam pembuatan akta pihak atau akta
relaas, dan Notaris secara sadar, sengaja untuk secara bersama-sama denga
para pihak yang bersangkutan (penghadap) melakukan atau membantu atau
menyuruh penghadap untuk melakukan suatu tindaka hukum yang
diketahuinya sebagai tindakan yang melanggar hukum. Jika hal ini
dilakukan disamping merugikan Notaris, para pihak, dan pada akhirnya
orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, diberi sebutan
sebagai orang yang senantiasa melanggar hukum.®®

Aspek lainnya yang perlu untuk dijadikan batasan yang dilanggar oleh
Notaris harus diukur berdasarkan UUJN, artinya apakah perbuatan yang
dilakukan oleh Notaris melanggar pasal-pasal tertentu dalam UUJN, karena
ada kemungkinan menurut UUJN bahwa akta yang bersangkutan telah
sesuai dengan UUJN, tapi menurut pihak penyelidik perbuatan tersebut
merupakan suatu tindak pidana. Dengan demikian sebelum melakukan
penyelidikan lebih lanjut, lebih baik meminta pendapat dari mereka yang
mengetahui dengan pasti dari para Notaris mengenai hal tersebut, dari
organisasi jabatan Notaris. Pemidanaan terhadap Notaris dapat saja

dilakukan dengan batasan, jika:**

8 bid., hal. 29
% 1bid., hal. 30
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1. Ada tindakan hukum dari notaris terhadap aspek lahir,formal, dam
materil akta yang sengaja, penuh kesadaran keinsyafan serta
direncanakan, bahwa akta yang dibuat di hadapan Notaris atau oleh
Notaris bersama-sama (sepakat) para penghadap untuk dijadikan dasar
untuk melakukan suatu tindak pidana;

2. Tindakan hukum dari Notaris dalam membuat akta di hadapan atau
oleh Notairs yang jika diukur berdasarkan UUJN tidak sesuai dengan
UUJIN.

3. Tindakan Notaris tersebut juga tidak sesuai menurut instansi yang
berwenang untuk menilai tindakan sutau Notaris, dalam hal ini
Majelis pengawas Notaris.

Penjatuhan sanksi pidana terhadap Notaris dapat dilakukan sepanjang
batasan-batasan sebagaimana tersebut di atas dilanggar artinya di samping
memenuhi rumusan pelanggaran yang tersebut dalam UUJN, kode etik
jabatan notaris juga harus memenuhi rumusan yang tersebut dalam KUHP.
Jika tindakan Notaris memenuhi rumusan suatu tindak pidana, tapi jika
ternyata berdasarkan UUJN dan penilaian dari Majelis Pengawas Notaris
bukan suatu pelanggaran, maka Notaris yang bersangkutan tidak dapat
dijatuhi hukuman pidana, karena ukuran untuk menilai sebuah akta harus
didasarkan pada UUJN dan Kode Etik Jabatan Notaris. Terjadinya
pemidanaan terhadap Notaris berdasarkan akta yang dibuat oleh atau di
hadapan Notaris sebagai keluaran dari pelaksanaa tugas jabatan atau

kewenangan Notaris, tanpa memperhatikan aturan hukum yang berkaitan
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dengan tata cara pembuatan akata dan hanya berdasarkan KUHP saja,
menunjukkan telah terjadinya kesalahpahaman atau penafsiran terhadap
kedudukan Notaris dan akta Notaris sebagai alat bukti dalam Hukum
Perdata.”

Sanksi pidana merupakan ultimum remedium, yaitu obat terakhir,
apabila sanksi atau upaya-upaya pada cabang hukum lainnya tidak mempan
atau dianggap tidak mempan. Oleh karena itu penggunaannya harus
dibatasi. Kalau masih ada jalan lain, janganlah menggunakan hukum pidana.
Pemeriksaan atas pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris harus dilakukan
pemeriksaan yang holistic-integral, dengan melihat aspek lahiriah, formal,
dan material akta Notaris, dan pelaksanaan tugas jabatan Notaris sesuali
wewenang Notaris, di samping berpijak pada aturan pada aturan hukum
yang mengatur tindakan pelanggaran yang dilakukan Notaris, juga perlu
dipadukan dengan realitas praktik Notaris. *

Menurut Meijes diperlukan adanya kesalahan besar (hard schuldrecht)
untuk perbuatan yang berkaitan dengan pekerjaan dibidang ilmu
pengetahuan (wetenschappelijke arbeiders) seperti Notaris. Notaris bukan
tukang membuat akta atau orang yang mempunyai pekerjaan membuat akta,
tapi Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya didasari atau dilengkapi
berbagai ilmu pengetahuan hukum dan ilmu-ilmu lainnya yang harus
dikuasai secara terintegrasi oleh Notaris dan akta yang dibuat di hadapan

atau oleh Notaris mempunyai kedudukan sebagai alat bukti, dengan

% bid., hal.30
% bid., hal. 31
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demikian Notaris harus mempunyai capital intellectual yang baik dalam
memjalankan tugas jabatannya. Pemeriksaan terhadap Notaris kurang
memadai jika dilakukan oleh mereka yang belum mendalami dunia Notaris,
artinya mereka yang akan memeriksa Notaris harus dapat membuktikan
kesalahan besar yang dilakukan Notaris secara intelektual, dalam hal ini
kekuatan logika (hukum) yang diperlukan dalam memeriksa Notaris, bukan
logika kekuatan (berarti kekuasaan) yang diperlukan dalam memeriksa
Notaris.

Berdasarkan teori pertanggungjawaban hukum, kasus Notaris Abdul
Moethalib Wahab di atas merupakan pertanggungjawaban individu,
perbuatan notaris tersebut terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan
surat. Pertanggungjawaban pidana bagi notaris diatur dalam KUHP, apabila
notaris melakukan tindak pidana pemalsuan surat, sebagaimana dimaksud
ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 263 ayat (1) dan Pasal 264 ayat
(1) KUHP * maksud untuk menggunakannya sebagai surat yang asli dan
tidak dipalsukan atau untuk membuat orang lain menggunakan surat
tersebut.” Dan ketentuan dalam Pasal 266 ayat (1) Juncto Pasal 55 KUHP
“turut serta memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik oleh
Notaris harus dilakukan dengan sengaja”. Maka, notaris harus bertanggung

67

jawab secara pidana.”’ Adapun syarat seorang Notaris dapat disebut

bertanggungjawab dengan tindak pidana yaitu:

" Mochamad Syafrizal Bashori, Pertanggungjawaban Pidana Bagi Notaris Yang
Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Surat Dalam Pembuatan Akta Otentik, Jurnal Supremasi,
Volume 6, Nomor 2 (2016), hal.39-40.
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1. Dipandang dari sudut subjektif, ada 2 syaratnya:

a. Adanya hubungan batin (kesengajaan) dengan tindak pidana yang
hendak diwujudkan, artinya kesengajaan dalam berbuat diarahan
pada terwujudnya tindak pidana. Disini, sedikit atau banyak ada
kepentingan untuk terwujudnya tindak pidana.

b. Adanya hubungan batin (kesengajaan) seperti mengetahui antara
dirinya dengan peserta lainnya dan bahkan dengan apa yang
diperbuat oleh peserta lainnya.

2. Dipandang dari sudut objektif, 1alah bahwa perbuatan orang itu ada
hubungan dengan terwujudnya tindak pidana, atau dengan kata lain
wujud perbuatan orang itu secara objektif ada perannya/pengaruh
positif baik besar atau kecil, terhadap terwujudnya tindak pidana.
Sebaliknya menurut ajaran yang kedua ini yaitu objektif, yang

menitikberatkan pada wujud perbuatan apa serta sejauh mana peran dan andil
serta pengaruh positif dari wujud- perbuatan itu terhadap timbulnya tindak
pidana yang dimaksudkan, yang menentukan seberapa berat tanggungjawab
yang dibebannya terhadap terjadinya tindak pidana.®® Untuk dapat
dipertanggungjawabkan secara pidana, seorang notaris harus memenuhi
unsur-unsur sebagai berikut:

1. Melakukan tindak pidana. Dalam hal ini, seorang notaris diduga
melakukan tindak pidana yang menyebabkan terbitnya akta notaris yang

didasarkan pada keterangan palsu. Tanpa adanya tindak pidana, tidak

% Adami Chazawi, 2008, Pelajaran Hukum Pidana (Percobaan & Penyertaan), PT. Raja
Grafindo Persada, Jakarta, hal. 75.
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mungkin seorang notaris dapat dimintai pertanggungjawaban
berdasarkan hukum pidana.

Memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab. Untuk dapat diminta
pertanggungjawaban dibawah hukum pidana, seorang notaris harus
memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab. Sebagaimana
dikemukakan sebelumnya bahwa salah satu syarat untuk adanya
kesalahan dalam arti luas adalah, adanya kemampuan bertanggung
jawab, yang hakikatnya merupakan keadaan batin pelaku, yaitu keadaan
batin yang sedemikian rupa sehingga menjadi dasar pembenar untuk
penjatuhan pidana. Hal ini berarti, seseorang dapat diminta
pertanggungjawaban di bawah hukum pidana apabila orang tersebut
dianggap mampu bertanggung jawab. Ketentuan ini juga berlaku bagi
notaris, artinya seorang notaris dapat diminta pertanggungjawaban
pidana jika ia memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab, dan
apabila 1a berkehendak, mempunyai tujuan dan kepentingan untuk
terwujudnya tindak pidana tersebut.

Dengan kesengajaan atau kealpaan. Tindak pidana yang dilakukan
seorang notaris dalam kasus pembuatan akta yang didasarkan pada
keterangan palsu dapat berupa kesengajaan atau kealpaan. Untuk dapat
diminta pertanggungjawaban pidana, seorang notaris harus mempunyai
kesalahan, baik yang dilakukan secara sengaja maupun Kkarena
kealpaan. Dalam kasus pembuatan akta yang didasarkan pada

keterangan palsu, seorang notaris mungkin dapat saja secara sengaja
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turut serta dalam pembuatan akta tersebut. Namun apakah sikap
batinnya dia menghendaki terwujudnya suatu tindak pidana tersebut.
Dalam hal ini, notaris tersebut menghendaki dilakukannya tindak
pidana (pemalsuan) serta menyadari dan mengetahui akibat
perbuatannya, yang tentu saja merugikan pihak lain dan hal ini harus
dapat dibuktikan. Selain itu, seorang notaris bisa saja lalai ketika
membuat akta notaris. Misalnya, notaris tidak teliti/hati-hati dalam
memeriksa alat bukti yang diperlihatkan para pihak/penghadap atau
tidak berhati-hati dalam menanggapi keterangan para pihak/penghadap.
Tidak ada alasan pemaaf. Seorang notaris dapat diminta
pertanggungjawaban pidana jika tidak ada alasan pemaaf. Apabila
dalam kasus pembuatan akta yang didasarkan pada keterangan palsu
yang diduga melibatkan notaris, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf
dalam diri notaris yang bersangkutan, maka ia dapat diminta
pertanggungjawaban pidana.

Adanya pertanggungjawaban pidana diperlukan syarat bahwa pembuat

mampu bertanggung jawab. Tidaklah mungkin seseorang dapat

dipertanggungjawabkan apabila ia tidak mampu bertanggung jawab.”

Berdasarkan Pasal 44 KUHP dan dari beberapa pendapat sarjana hukum,

% Deni Supriyadi, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana

Pengrusakan  Polsek  Metro  Kibang Lampung Timur (Studi  Putusan
73/Pid.B/2007/PN.Skd), Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, 2013, hal.27.

Nomor
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Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung
jawab harus ada:"
1. Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan
yang buruk, sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan
tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.

Pertanggungjawanan pidana merupakan penilaian yang dilakukan
setelah dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana atau terbuktinya tindak
pidana. Penilaian dilakukan secara objektif dan subjektif, penilaian secara
objektif berhubungan dengan pembuat dengan norma hukum yang
dilanggarnya, sehingga berkaitan dengan perbuatan dan nilai-nilai moral
yang dilanggarnya.’*  Pertanggungjawaban - pidana  lahir  dengan
diteruskannya celaan (verwijibaarheid) yang objektif terhadap perbuatan
yang dinyatakan sebagai tindak pidana berdasarkan hukum pidana yang
berlaku, dan secara subjek kepada pembuat yang memenuhi persyaratan
untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya.’® Pertanggungjawaban
pidana sebagai sebuah konsepsi berbeda dengan syarat pertanggungjawaban
pidana yang meliputi ketidakmampuan bertanggungjawab, kesalahan dan

tidak adanya alasan pemaaf.”

™ 1bid.

™ Agus Rusianto, 2016, Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana (Tinjauan Kritis
Melalui Konsistensi antara Asas, Teori dan Penerapannya), Prenamedia Group, Jakarta, hal. 14.

2 H.Dwidja Priyanto, 2017, Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam
Kebijakan Legalitas, Kencana, Depok, hal. 29.

® Fahmi Tanjung, 2019, Konstruksi Pertanggungjawaban Pidana Paguyuban (Analisis
Melalui Pendekatan Teori-teori Korporasi), Media Sahabat Cendikia, Surabaya, hal. 14.
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Ada beberapa alasan dalam hukum pidana yang dapat dijadikan dasar
bagi hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman/pidana kepada para pelaku
atau terdakwa yang diajukan ke pengadilan karena telah melakukan suatu
tindak pidana. Alasan- alasan tersebut dinamakan alasan penghapus pidana.
Alasan penghapus pidana adalah peraturan yang terutama ditujukan kepada
hakim. Peraturan ini menetapkan dalam keadaan apa seorang pelaku, yang
telah memenuhi perumusan delik yang seharusnya dipidana, tidak dipidana.
Hakim menempatkan wewenang dari pembuat undang-undang untuk
menentukan apakah telah terdapat keadaan khusus seperti dirumuskan
dalam alasan penghapus pidana. Alasan-alasan penghapus pidana ini adalah
alasan-alasan yang memungkinkan orang yang melakukan perbuatan yang
sebenarnya telah memenuhi rumusan delik, tetapi tidak dipidana. Berbeda
halnya dengan alasan yang dapat menghapuskan penuntutan, alasan
penghapus pidana diputuskan oleh hakim dengan menyatakan bahwa sifat
melawan hukumnya perbuatan hapus atau kesalahan pembuat hapus, karena
adanya ketentuan undang-undang dan hukum yang membenarkan perbuatan
atau yang memaafkan pembuat.”

Tanggung jawab notaris di dalam UUJN dimaksudkan sebagai
keterikatan notaris terhadap ketentuan-ketentuan hukum dalam menjalankan
tugas dan kewajibannya, dalam pengertian bahwa semua perbuatan notaris

dalam menjalankan tugas kewajibannya harus dapat dipertanggungjawabkan

" Risan Izaak, “Penerapan Alasan Penghapus Pidana Dan Pertimbangan Hukumnya (Studi
Kasus Putusan MA RI. No. 103.K/Pid/2012, dan Putusan MA, RI No. 1850.K/Pid/2006)”, Jurnal
Lex Crimen, Volume V, Nomor. 6, Agustus 2016, hal. 131.
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secara hukum, termasuk dengan segala konsekuensinya untuk dikenakan
sanksi hukum terhadap pelanggaran norma-norma hukum yang
mendasarinya. Pada saat akta yang dibuat oleh Notaris tersebut dikemudian
hari bermasalah atau menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak dalam
akta, maka dalam hal ini notaris tidak bisa langsung dipersalahkan atau
diminta pertanggung jawabannya, karena akta notaris tersebut adalah
merupakan keinginan dan permintaan para pihak, bukan saran atau pendapat
notaris, melainkan isi akta merupakan perbuatan para pihak dan bukan
perbuatan atau tindakan notaris.

Notaris hanya memformulasikan keinginan para pihak agar
tindakannya dituangkan dalam bentuk akta otentik atau akta notaris. Pihak
yang merasa dirugikan dan yang hendak menuntut notaris tersebut terlebih
dahulu harus dapat membuktikan beberapa hal berikut ini :

1. Adanya derita kerugian.

2. Antara kerugian yang diderita dan pelanggaran atau kelalaian dari
notaris  terdapat hubungan kausal.

3. Pelanggaran (perbuatan) atau kelalaian tersebut disebabkan kesalahan
yang dapat dipertanggungjawabkan kepada notaris yang bersangkutan.
Definisi dari sebuah tanggung jawab adalah keadaan wajib

menanggung segala sesuatunya jikalau terjadi apa-apa maka seseorang

boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan. Sedapat mungkin notaris harus

berupaya mengetahui bahwa identitas dan keterangan dari para pihak adalah

> Wawancara dengan Bapak Suyanto,SH. Ketua Majelis Pengawas Notaris Kota
Semarang, 02 November 2023.
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yang sebenarnya. Notaris dapat memperoleh keterangan-keterangan tersebut
dari orang-orang yang dikenalnya dan dipercayainya atau dapat melihat
bukti identitas dari para pihak, akan tetapi apabila ternyata segala
keterangan yang diberikan oleh para piha tersebut adalah tidak benar, maka
semuanya itu bukanlah tanggung jawab dari notaris karena notaris hanya
bertanggung jawab atas kebenaran formil yang telah diberikan oleh para
pihak.

Tanggung jawab etis notaris berkaitan dengan norma moral yang
merupakan ukuran bagi notaris untuk menentukan benar-salahnya atau baik-
buruknya tindakan yang dilakukan dalam menjalankan profesinya.
Tanggung jawab ini meliputi 3 (tiga) hal yaitu:”’

1. Bilamana tindakan tersebut dilakukan dalam keadaan kemampuan akal
budinya berfungsi secara normal.

2. Dalam hal notaris melakukan pelanggaran dengan kemauan bebas.

3. Adanya kesengajaan dengan maksud jahat yang dilakukan notaris dan
akibatnya menimbulkan kerugian.

Hakikatnya, moral berkaitan erat dengan etika, yang mempunyai 2
(dua) makna. Pertama, sebagai suatu kumpulan mengenai penilaian terhadap
perbuatan manusia. Kedua, bersifat etik yang digunakan untuk perbuatan-
perbuatan manusia mengenai nilai-nilai dan norma-norma etis yang bersifat

susila dan harus ditunjang oleh integritas moral yang tinggi. Hal ini tertuang

® Muhammad Ali, Op. Cit., H.139
" Sarihartati, 2018, Peranan Notaris Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap

Pembeli Tanah Kaveling Yang Belum Bersertifikat, Jurnal Universitas Sumatera Utara, Medan,

hal.90
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dalam peraturan jabatan notaris.

Berdasarkan uraian diatas disimpulkan tanggungjawab pengganti
terhadap kesalahan dalam pembuatan akta yang dibuatnya sama dengan
notaris penunjuknya. Notaris Abdul Moethalib Wahab di atas merupakan
pertanggungjawaban individu, perbuatan notaris tersebut terbukti
melakukan tindak pidana pemalsuan surat. Pertanggungjawaban pidana bagi
notaris diatur dalam KUHP, apabila notaris melakukan tindak pidana
pemalsuan surat, sebagaimana dimaksud ketentuan pidana yang diatur
dalam Pasal 263 ayat (1) dan Pasal 264 ayat (1) KUHP. Notaris Abdul
Moethalib Wahab harus bertanggung jawab secara pidana penjara selama 10
bulan. Hal ini membuktikan bahwa Notaris tidak kebal hukum, Notaris
sama seperti masyarakat biasa yang harus patuh terhadap Hukum dan
Undang-Undang. Notaris yang terbukti sah bersalah secara pidana dan
memiliki kekuatan hukum tetap tidak dapat serta merta di berhentikan
secara tidak hormat oleh Menteri Hukum dan HAM karena adanya
ketidakpastian di dalam peraturan Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris.
seperti yang termuat dalam Pasal 12 dan 13 Undang-Undang tentang
Jabatan Notaris. Hal ini dikarenakan di dalam Undang-Undang Jabatan
Notaris tidak ada aturan yang menjelaskan mengenai sanksi apabila Notaris
dijatuhi ancaman hukuman pidana kurang dari lima tahun sehingga

memberikan peluang bagi Notaris untuk dapat menjadi Notaris kembali.
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Contoh Akta/Litigasi Yang Berkaitan

AKTA PENGIKATAN PERJANJIAN JUAL BELI
Nomor : 23

Pada hari ini Kamis, tanggal duapuluh enam April dua ribu
duapuluh tiga (26-04-2023), pukul sepuluh lewat tigapuluh
(10.30) Waktu Indonesia Barat; -------------=-—=——m-cmmcmmem e~
Berhadapan dengan INDRA KUSUMA, sarjana hukum-----------
berdasarkan surat Penetapan Majelis Pengawas Daerah Notaris
kota Semarang tanggal 1 nomor 111, diangkat sebagai notaris
pengganti yang menggantikan AMIN SYARIF, sarjana hukum,
notaris di Kabupaten Pemalang,-----------=—=c—-cccco——_

dengan dihadiri saksi-saksi yang saya Notaris kenal dan
nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini ---
I. Bapak WIDURI NORMANTIO, lahir di Pemalang, pada
tanggal sebelas Mei seribu sembilanratus tujuhpuluh tiga (11-
05-1973), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat
tinggal di Kabupaten Pemalang, Jalan Ahmad Yani, Rukun
Tetangga 002, Rukun Warga 006, Kelurahan Purwoharjo,
Kecamatan Comal, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor
3374525125730004; -----mmmmmm oo

yang untuk melakukan perbuatan hukum dimaksud dalam
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akta ini telah tanpa mendapat persetujuan istri karena sudah
meninggal dunia (akta kematian terlampir)-------------------—-———-
Selanjutnya akan disebut juga "PIHAK PERTAMA", --—--—--—-

II. Nyonya Sri Muftia, lahir di Pemalang, pada tanggal
duapuluh satu Januari seribu sembilan ratus tujuhpuluh dua
(21-01-1972), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta,
bertempat tinggal di Kabupaten Pemalang, Jalan Mandala III
nomor 77, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 006,
Kelurahan/Desa Mulyoharjo, Kecamatan Comal;, Provinsi
Jawa Tengah, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor
3374072201720005; =----=====-mmmmmm oo
Selanjutnya akan disebut juga "PIHAK KEDUA", —--—----——-——-—
-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. --------------
-Para penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut di atas,
menerangkan kepada saya, Notaris: ----------—-------——-——-

a. Bahwa Pihak Pertama selaku pemilik dan mempunyai hak
sepenuhnya atas sebidang tanah Sertipikat; ----------------------
e Hak Milik 96/ Pemalang atas sebidang tanah sebagaimana
diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 10/04/2012 terdaftar
atas nama WIDURI NORMANTIO dengan Luas Hasil Ukur =+
luas tanah 1328 m2 (Seribu tiga ratus dua puluh delapan
meter persegi), dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB)

11.01.11.02.03112, terletak di Propinsi Jawa Tengah,
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Kabupaten  Pemalang, Kecamatan Comal, Kelurahan
Purwoharjo dan segala sesuatu yang ditanam dan ditempatkan
di atas maupun dibawah permukaan tanah tersebut, yang
menurut sifatnya, peruntukannya dan Undang-Undang
dianggap sebagai barang tidak bergerak, tidak ada yang
dikecualikan; (untuk selanjutnya disebut “Tanah dan
Bangunan®); ----------mmmmommeee

b. Bahwa Pihak Pertama berkehendak menjual seluruh bidang
Tanah tersebut kepada Pihak Kedua, yaitu seluas £ 1328 M?
(kurang lebih  Seribu tiga ratus dua puluh delapan meter
persegi) sebagaimana yang tertera dalam sertipikat tersebut
diatas, akan tetapi pelaksanaan jual beli secara resmi
dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berwenang
belum dapat dilakukan, karena harga jual beli tersebut belum
dibayar lunas oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama. ---------
c. Bahwa Pihak Kedua bersedia membeli Tanah dari Pihak
Pertama. -----=---cmmm e e eeeee
d. Agar dikemudian hari para pihak tidak dapat
memungkirinya, maka Pihak Pertama dengan ini berjanji dan
karena itu mengikat diri, akan menjual dan menyerahkan
kepada Pihak Kedua, demikian pula Pihak Kedua, dengan ini
berjanji dan karena itu mengikat diri akan membeli dan

menerima penyerahan dari Pihak Pertama, atas Tanah dan
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Bangunan tersebut sepenuhnya dengan mengacu pada luas
sebagaimana yang dikeluarkan secara resmi oleh Kantor
Pertanahan Kota Semarang dalam bentuk sertipikat serta
dalam keadaan kosong seluruhnya (tanpa penghuni). ----------

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, para pihak telah
setuju dan mufakat untuk membuat perjanjian pengikatan jual
beli (“Perjanjian”) dengan syarat - syarat dan ketentuan-

ketentuan sebagai berikut: ------------—-—- -

1. Jual beli atas Tanah dan Bangunan tersebut dilakukan dan
diterima dalam keadaan kosong seluruhnya (tanpa penghuni)
dengan harga Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) yang
pembayarannya telah disepakati dan disetujui oleh para pihak
dengan cara sebagai berikut: --—------------omeee e

a. Sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) telah
dibayar oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama yang
menerangkan dengan ini telah menerimanya dari Pihak Kedua
dengan genap dan cukup sebelum penandatanganan
Perjanjian ini, dan untuk penerimaan uang sejumlah tersebut
telah dibuatkan tanda penerimaan (kuitansinya) secara

tersendiri; —-------mmmmmm
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b. Sisanya sebesar Rp. 500.000.000,- (limapuluh juta
Rupiah) akan dan wajib dibayar oleh Pihak Kedua kepada
Pihak Pertama dengan 3 kali cicilan maksimal selama 3 (tiga)
tahun dan untuk penerimaan uang sejumlah tersebut akta ini
berlaku sebagai tanda penerimaan (kuitansinya) yang sah
sebagai bukti pelunasan. --------==-—-mmm oo
Dalam hal terjadi Pihak Pertama oleh sebab apapun menolak
atau tidak mau menerima pembayaran harga jual beli
dimaksud dalam akta ini, baik angsuran maupun denda, maka
Pihak Kedua berhak, oleh karena itu diberi kuasa oleh Pihak
Pertama untuk  melakukan pembayaran secara titipan
(konsinyasi) pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri di mana
pun dalam wilayah Republik Indonesia, dengan meminta atau
memperoleh tanda terima (kuitansijnya yang, dan semua biaya
yang berkaitan dengan konsinyasi tersebut dapat dipotong
langsung dari uang yang dititipkan tersebut. ------------------—-—
2. Dengan dilaksanakannya Perjanjian ini, tanpa bantuan
Pihak Kedua, Pihak Pertama tidak berhak lagi baik langsung
maupun tidak langsung menjaminkan, menyewakan, menjual
atau dengan cara apapun juga memberikan hak dan kuasa
atas Tanah dan Bangunan tersebut kepada pihak lain,
kecuali kepada Pihak Kedua, sedangkan tindakan Pihak

Pertama yang bertentangan dengan itu dan dilakukan oleh
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Pihak Pertama baik sebelumnya, sekarang maupun
dikemudian hari, adalah tidak sah. -------------------mm -

3. Perjanjian ini tetap berlaku untuk digunakan para ahli waris

- Pihak Pertama menjamin sepenuhnya kepada Pihak Kedua
sebagai berikut: -----=-----e oo

a. Tanah dan Bangunan adalah benar-benar hak dan milik
Pihak Pertama, sehingga Pihak Pertama berhak dan berwenang
penuh untuk menjual Tanah dan Bangunan; ------

b. Tanah tidak tersangkut suatu perkara atau sengketa, bebas
dari sitaan, dan tidak dikenakan suatu beban apapun, tidak
dijadikan jaminan suatu hutang atau dijual kepada pihak lain;
c. Pihak Pertama belum pernah memberi kuasa kepada pihak
lain dalam bentuk apapun juga dan bilamana ternyata kuasa
yang demikian telah dibuat maka Pihak Pertama, dengan ini
mencabut atau menyatakan tidak berlaku lagi kuasa yang
pernah dibuat oleh Pihak Pertama sebelumnya; ------------------
d. Pihak Pertama tidak pernah melalaikan kewajiban

kewajibannya untuk membayar pajak-pajak atau biaya biaya
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lainnya kepada pemerintah, sehubungan dengan Tanah dan

e. Pihak Pertama akan melaksanakan jual beli atas Tanah dan
Bangunan dengan Pihak Kedua di hadapan Pejabat Pembuat
Akta Tanah yang berwenang, setelah harga jual beli tersebut
dibayar lunas oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama. --------
f. Tanah tersebut akan diserahkan dalam keadaan kosong
(tanpa penghuni) kepada Pihak Kedua selambat-lambatnya
setelah harga jual beli tersebut dibayar lunas oleh Pihak Kedua
kepada Pihak Pertama atau pada saat Pihak Pertama dan
Pihak Kedua melaksanakan jual belinya dihadapan Pejabat
Pembuat Akta Tanah yang berwenang; -----------------—-

g. Pihak Kedua tidak akan mendapat tuntutan/gugatan
apapun juga dari pihak lain yang menyatakan mempunyai hak
terlebih dahulu atau turut mempunyai hak atas apa yang
dijual dan diserahkan tersebut, oleh karena itu Pihak Kedua
dengan ini dibebaskan oleh Pihak Pertama dari segala

tuntutan pihak lain mengenai hal-hal tersebut. ---------------——-

1. Pihak Pertama, sekarang ini untuk nanti pada waktunya,
yaitu manakala harga jual beli tersebut telah dibayar lunas

oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, memberi kuasa
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kepada Pihak Kedua atau orang/badan lain yang ditunjuk oleh
Pihak Kedua, untuk melaksanakan jual beli tersebut di
hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berwenang, dan
apabila oleh sebab apapun Pihak Pertama berhalangan untuk
melaksanakan jual beli, maka Pihak Kedua, tanpa perlu
hadirnya Pihak Pertama, Pihak Kedua berhak melaksanakan
sendiri jual beli atas Tanah dan Bangunan tersebut kepada
Pihak Kedua sendiri atau kepada pihak lain yang ditunjuk oleh
Pihak Kedua dengan kekuasaan sepenuhnya, tidak ada
tindakan yang dikecualikan. ------===-=s-ommommmmeece

2. Pihak Kedua dengan ini menerangkan menerima kuasa -
kuasa yang tercantum dalam atau diberikan berdasarkan
Perjanjian, kuasa-kuasa tersebut merupakan bagian yang
penting dan tidak terpisahkan dari dan karenanya menjadi
kesatuan dengan Perjanjian yang tanpa adanya kuasa-kuasa
tersebut, Perjanjian tidak akan dibuat, dan sebagai demikian
selama Perjanjian berlaku, kuasa-kuasa tersebut tidak akan
berakhir karena sebab-sebab yang tercantum dalam ketentuan

pasal 1813, 1814, dan 1816 Kitab Undang Undang Hukum



101

1. Pajak penghasilan yang timbul menjadi tanggungan dan
wajib dibayar oleh Pihak Pertama, sedangkan Bea perolehan
hak atas tanah dan atau bangunan menjadi- tanggungan dan
wajib dibayar oleh Pihak Kedua, dan masing-masing pihak
terikat untuk membayar Pajak dan bea tersebut sebelum
dilaksanakannya Akta Jual Beli di hadapan Pejabat Pembuat
Akta Tanah yang berwenang. --------------=-—--—mmmmmmmmmme

2. Biaya pembuatan Perjanjian ini dan Akta Jual Beli menjadi

Perjanjian ini juga berlaku terhadap (para) ahli waris dari
masing-masing pihak. Perjanjian ini dibuat dikarenakan objek
tanah tersebut diatas sedang dalam proses Penghapusan Hak
Tanggungan (Roya) di Kantor Pertanahan Kabupaten
Pemalang----s====mmmmmmmmomme oo
Apabila hasil checking oleh Kantor Pertanahan Kabupaten
Pemalang dinyatakan tidak “clear”, maka perjanjian ini
dianggap batal demi hukum dan Pihak Pertama berkewajiban

mengembalikan seluruh uang yang diterima dari Pihak Kedua
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Mengenai Perjanjian dan segala akibat serta pelaksanaanya,
para pihak memilih tempat tinggal atau domisili hukum yang
tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri

Kabupaten Pemalang --------------=---—mmmmm oo

Dibuat dan diselesaikan di Kabupaten Pemalang, pada hari,
tanggal, bulan, tahun dan pukul sebagaimana tersebut pada
bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh: -----------—--—-————————
1. Nyonya NUNUNG DIYAH WIDAYANTI, Sarjana Hukum
lahir di Kabupaten Pemalang, pada tanggal 08 Februari 1988,
Warga Negara Indonesia, Pegawai Notaris, bertempat tinggal di
Mulyoharjo, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 004,
Kelurahan Mulyoharjo, Kecamatan Comal, Pemegang Kartu
Tanda Penduduk nomor 337408402880001., ------------------—-—-
2. Nyonya ANIK KUSUMAWATI, Sarjana hukum, lahir di
Pemalang, pada tanggal 08 Juni 1979, Warga Negara
Indonesia, Pegawai Notaris, bertempat tinggal di Gedangan,
Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001, Kelurahan/Desa
Purwoharjo, Kecamatan Comal, pemegang Kartu Tanda
Penduduk nomor 3322134806690003. ----------------m-mmmmmmmm-
Setelah akta ini selesai dibacakan oleh saya, Notaris kepada
para penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap,

para saksi dan saya, Notaris, menandatangani akta ini.
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Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.

(WIDURI NORMANTIO) (SRI MUFTIA)

(USUMAWATI)
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BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian dalam pembahasan diatas, simpulan dalam

penelitian ini adalah :

1.

Tugas dan wewenang Notaris Pengganti adalah Notaris pengganti
memiliki tugas, dan wewenang yang sama dengan Notaris yang
digantikan atau Notaris Penunjuk. Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30
Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang menyebutkan bahwa
Notaris adalah pejabat umum yang berwewenang untuk membuat akta
otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.
Wewenang yang ada dalam seorang Notaris bukan berasal dari
lembaga pemerintah lainnya, akan tetapi kewenangan yang didasarkan
dan diberikan oleh Undang-Undang.

Tanggung jawab Notaris Pengganti apabila ada kesalahan dalam
pembuatan akta yang dibuatnya sama dengan notaris penunjuknya.
Notaris  Abdul  Moethalib Wahab di atas merupakan
pertanggungjawaban individu, perbuatan notaris tersebut terbukti
melakukan tindak pidana pemalsuan surat. Pertanggungjawaban
pidana bagi notaris diatur dalam KUHP, apabila notaris melakukan

tindak pidana pemalsuan surat, sebagaimana dimaksud ketentuan
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pidana yang diatur dalam Pasal 263 ayat (1) dan Pasal 264 ayat (1)
KUHP. Notaris Abdul Moethalib Wahab harus bertanggung jawab
secara pidana penjara selama 10 bulan. Hal ini membuktikan bahwa
Notaris tidak kebal hukum, Notaris sama seperti masyarakat biasa
yang harus patuh terhadap Hukum dan Undang-Undang. Notaris yang
terbukti sah bersalah secara pidana dan memiliki kekuatan hukum
tetap tidak dapat serta merta di berhentikan secara tidak hormat oleh
Menteri Hukum dan HAM karena adanya ketidakpastian di dalam
peraturan Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris. seperti yang
termuat dalam Pasal 12 dan 13 Undang-Undang tentang Jabatan
Notaris. Hal ini dikarenakan di dalam Undang-Undang Jabatan
Notaris tidak ada aturan yang menjelaskan mengenai sanksi apabila
Notaris dijatuhi ancaman hukuman pidana kurang dari lima tahun
sehingga memberikan peluang bagi Notaris untuk dapat menjadi

Notaris kembali.

B. Saran
Berdasarkan simpulan diatas, saran penulis dalam penelitian ini

adalah:
1. Kepada Pemerintah agar membuat perturan perundang-undangan yang
tegas, khusus, tersinergi mengatur tentang Notaris dalam hal
melakukan tindak pidana, hal dapat dilakukan agar pemberian

hukuman dapat efektif dan maksimal.



106

2. Kepada Notaris, hendaknya dalam melaksanakan tugas jabatannya
sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku baik UUJN maupun
UU atau ketentuan lain, serta jangan melanggar ketentuan yang
berlaku.

3. Kepada Masyarakat agar memahami pentingnya menjaga hak
kepemilikan atas tanah dengan melibatkan para pihak terkait seperti

Notaris PPAT,
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